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ABSTRACT

Nidya Agustin Beni Prasetyo, “The Influence of ASEAN Open Sky Policy
Implementation on Foreign Direct Investment in Indonesia in 2015-2019 . Thesis
of Islamic State University of Sunan Ampel Surabaya, 2021

This thesis aims to determine the implementation of the ASEAN Open Sky Policy
has an effect on Foreign Direct Investment in Indonesia in 2015-2019. The ASEAN
Open Sky Policy is one of the manifestations of the ASEAN Economic Community
in the Southeast Asia region. This research uses qualitative research with an
descriptive approach to examine the issue. The data in this study were obtained
from interviews, literature studies, and searches on the internet. Foreign Direct
Investment has an important role for economic growth in development countries,
especially Indonesia. There are several indicators that increase foreign direct
investment in Indonesia, namely efficiency, business preferences, market access,
government policies, and infrastructure.

Keywords: ASEAN Open Sky Policy, Foreign Direct Investment, regional
integration, ASEAN Economic Community

ABSTRAK

Nidya Agustin Beni Prasetyo, “Pengaruh Implementasi ASEAN Open Sky Policy
Terhadap Foreign Direct Investment di Indonesia Pada Tahun 2015-2019”. Skripsi
UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi ASEAN Open Sky
Policy berpengaruh terhadap Foreign Direct Investment di Indonesia pada tahun
2015-2019. ASEAN Open Sky Policy merupakan salah satu perwujudan ASEAN
Economic Community di kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini menggunakan jenis
penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengkaji isu tersebut. Data
dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara, studi literatur, dan penelusuran di
internet. Foreign Direct Investment berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi
negara berkembang, termasuk Indonesia. Peningkatan yang terjadi pada foreign
direct investment di Indonesia, terdapat beberapa indikator di dalamnya, yaitu
efisiensi, kepentingan bisnis (business preferences), akses pasar, kebijakan
pemerintah, dan infrastruktur.

Kata Kunci: ASEAN Open Sky Policy, Foreign Direct Investment, integrasi
ekonomi, ASEAN Economic Community
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti yang diketahui, kerjasama di dunia internasional semakin
berkembang seiring waktu terlebih pada kerjasama regional atau kawasan.
Dalam perkembangannya, hukum internasional menjadi salah satu faktor
pendorong terbentuknya organisasi-organisasi internasional, yang mana salah
satu diantaranya adalah Association of South East Asian Nations (ASEAN).
Terbentuknya ASEAN pada 8 Agustus 1967 diprakarsai oleh lima negara
utama, yaitu Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Malaysia atas dasar
adanya kesamaan situasi politik dan keamanan negara di Asia Tenggara. Hal ini
dikarenakan pada tahun 1960-an berada pada situasi rawan konflik antar negara
di kawasan yang mana dapat mengganggu stabilitas kawasan.!

Seiring waktu, adanya kebutuhan ekonomi dari masing-masing negara
anggota, mendorong ASEAN untuk membentuk suatu kerjasama ekonomi.
Inisiatif kerjasama dalam sektor ekonomi yang berjalan sejak tahun 1980-an,
dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Adanya keinginan

untuk menarik para investor asing, menjadi suatu faktor internal berjalannya

! “Tujuan ASEAN, Lengkap dengan Sejarah Berdirinya dan Pembentukan Komunitas
ASEAN,” Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia, diakses 29 April 2020, https://setnas-asean.id/


https://setnas-asean.id/

ASEAN sebagai organisasi regional, dan pengaruh dari organisasi regional
lainnya seperti NAFTA dan European Union (EU) menjadi faktor eksternal
yang mendorong ASEAN untuk menciptakan kerjasama ekonomi.? Dengan
adanya inisiatif kerjasama ekonomi tersebut, menjadikan Laos dan Myanmar
bergabung dalam ASEAN pada tahun 1977, yang diikuti oleh Brunei
Darussalam pada tahun 1984, Vietnam pada tahun 1995, dan Kamboja pada
tahun 1999. Hingga pada akhirnya terbentuk ASEAN sebagai organisasi
regional yang berfokus pada sektor ekonomi, politik, keamanan, serta
kebudayaan dengan tujuan untuk membangun satu kawasan yang damai, aman,
stabil yang berjangka panjang, pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan,
kemajuan sosial dan kesejahteraan bersama.®

Pada tahun 2007, merupakan suatu awalan bagi negara-negara anggota
ASEAN untuk menciptakan proses integrasi yang lebih dalam (deepening).
ASEAN Community, sebagai salah satu upaya integrasi yang ingin dicapai oleh
negara-negara anggota ASEAN yang ditargetkan akan terealisasi pada tahun
2015. Hal ini tercantum dalam ASEAN Charter, dimana terdapat tiga pilar
utama di dalamnya yang menjadi focus utama bagi ASEAN, yaitu ASEAN
Political-Security Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC),

dan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC).* Melalui penandatanganan

2 Bambang Cipto, Hubungan Internasional di Asia Tenggara (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2010), hal. 2

3 Ibid, hal. 1

4  “ASEAN  Charter”, ASEAN, diakses pada 29 November 2020,
http://www.asean.org/archive/publications/ ASEAN-Charter.pdf


http://www.asean.org/archive/publications/ASEAN-Charter.pdf

Cebu Declaration pada tahun 2015, menjadi suatu tanda bahwa ASEAN
Community resmi untuk dijalankan.®

Sesuai dengan Visi ASEAN 2020, dijelaskan bahwa ASEAN
berkeinginan untuk menciptakan suatu integrasi ekonomi regional, yaitu
ASEAN Economic Community, yang dianggap dapat memperkuat daya saing
global guna menghadapi persaingan dari negara besar Asia yang lain. Guna
mencapai tujuan dari ASEAN Economic Community, dilakukan liberalisasi
dalam 12 sektor yang mana salah satunya adalah sektor penerbangan. Atas
persetujuan para anggota, ASEAN sebagai organisasi regional membentuk
kebijakan baru, yaitu ASEAN Open Sky Policy yang diimplementasikan pada
tahun 2015. Kebijakan open sky secara umum mencakup berbagai ketentuan
bagi negara-negara yang terikat, diantaranya yaitu pasar terbuka (open market),
penetapan harga (pricing), kerjasama pemasaran (cooperative marketing
arrangement), penyelesaian sengketa (dispute resolution), keselamatan dan
keamanan (safety and security), serta opsional tujuh dalam pembebasan kargo
(optional 7" freedom of cargo right).

Berbagai tahapan ASEAN Open Sky Policy mulai dilakukan oleh
masing-masing negara anggota pada tahun 2008, dimana mulai dihapuskannya
pembatasan penerbangan antar ibukota negara-negara anggota ASEAN.

Disusul dengan hak angkut kargo yang dilaksanakan pada tahun 2009, dan hak

5 Pangestu, “Competitiveness Towards ASEAN Economic Community”, Journal of
Indonesian Economy and Business, VVol. 24 No. 1 (2009): 23, doi: //doi.org/10.22146/jieb.6330

6 Maria Nova Marannu, “Singapura dan Kerja Sama Open Sky di ASEAN”, (Universitas
Indonesia, 2010), hal. 2


https://doi.org/10.22146/jieb.6330

angkut penumpang pada tahun 2010. Berpuncak pada tahun 2015, dengan
adanya Pasar Penerbangan Tunggal ASEAN menjadikan berbagai sektor
penerbangan di Indonesia bersaing dengan negara anggota lainnya dalam
meningkatkan kualitas maupun kuantitasnya pada bidang pelayanan,
keamanan, ataupun kenyamanannya.

Indonesia sebagai negara terakhir yang meratifikasi kebijakan tersebut,
mengikutsertakan lima bandara internasional dari total 29 bandara internasional
yang dimiliki, diantaranya yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta,
Bandara Internasional Juanda, Bandara Internasional Kualanamu, Bandara
Internasional Ngurah Rai, dan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, sesuai
dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 69/2013 tentang
Tatanan Kebandarudaraan Nasional.” Dalam pengimplementasiannya,
Indonesia menghadapi tantangan dan dampak tersendiri dari adanya ASEAN
Open Sky Policy. Perbedaan kondisi ekonomi dari masing-masing negara
anggota, termasuk Indonesia, mengakibatkan perbedaan ketersediaan sarana
dan prasarana sektor penerbangan yang dimiliki. Sehingga dalam hal ini,
menjadi tantangan tersendiri bagi masing-masing negara untuk mengimbangi
persaingan yang terjadi dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas

aviation.®

7 “Indonesia Confirms Participation in ASEAN Open Sky Policy Agreement,” Indonesia
Investment, diakses 29 November 2020, https://indonesia-investment.com/id/news/todays-
headlines/indonesia-confirms-participation-in-asean-open-sky-agreement

8 Merida Hutagalung, Ruth Hanna, dan Sinta, “Kebijakan “Open Sky” Terhadap
Pertumbuhan Industri Penerbangan Kajian Perspektif Hukum Dan Kerjasama Internasional:
Indonesia, Malaysia Dan Vietnam,” Journal of International Relations Study Program, Vol. 2 No. 1
(2018): 82 doi: https://doi.org/10.33541/japs.v2i1.670


https://indonesia-investment.com/id/news/todays-headlines/indonesia-confirms-participation-in-asean-open-sky-agreement
https://indonesia-investment.com/id/news/todays-headlines/indonesia-confirms-participation-in-asean-open-sky-agreement
https://doi.org/10.33541/japs.v2i1.670

Keuntungan yang diperoleh dari adanya implementasi ASEAN Open Sky
Policy tentunya harus diikuti dengan kualitas maskapai penerbangan nasional
yang baik. Garuda Indonesia, maskapai penerbangan nasional yang didaftarkan
oleh Indonesia sebagai maskapai full service dalam ASEAN Open Sky Policy,
mengalami peningkatan jumlah penumpang dalam kurun waktu 2015-2018.

Grafik 1.1 Penumpang Maskapai Garuda Indonesia
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Sumber: Data Historikal Garuda Indonesia®
Pada tahun 2015, dengan jumlah sebanyak 32.961.027 penumpang,
kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 34.999.847
penumpang, pada tahun 2017 meningkat menjadi 36.237.704 penumpang, dan
pada tahun 2018 meningkat sebanyak 38.444.358 penumpang, baik penumpang

domestik ataupun internasional.

9 “Data Historikal Operasional Garuda Indonesia,” Garuda Indonesia, diakses pada 29
November 2020, https://www.garuda-indonesia.com/id/id/investor-relations/company-
data/historical-operating-data/index


https://www.garuda-indonesia.com/id/id/investor-relations/company-data/historical-operating-data/index
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Grafik 1.2 Kargo dalam satuan kilogram (kg)
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Sumber: Data Historikal Garuda Indonesia®®

Selain peningkatan pada jumlah penumpang, hal serupa juga terjadi
pada jumlah kargo dalam kurun waktu 2015-2018. Pada tahun 2015, muatan
kargo pada Garuda Indonesia sebanyak 351.740.701 kilogram, pada tahun 2016
mengalami peningkatan menjadi 415.824.003 kilogram, pada tahun 2017
meningkat menjadi 446.759.783 kilogram, dan pada tahun 2018 meningkat
menjadi 453.776.834 kilogram. Adanya peningkatan yang signifikan pada
maskapai full service setelah diterapkannya ASEAN Open Sky Policy, menjadi

salah satu bukti terkait dampak positif yang dirasakan oleh Indonesia. Di

10 “Data Historikal Operasional Garuda Indonesia,” Garuda Indonesia, diakses pada 29
November 2020, https://www.garuda-indonesia.com/id/id/investor-relations/company-
data/historical-operating-data/index


https://www.garuda-indonesia.com/id/id/investor-relations/company-data/historical-operating-data/index
https://www.garuda-indonesia.com/id/id/investor-relations/company-data/historical-operating-data/index

samping itu, dampak yang didapatkan oleh Indonesia terhadap implementasi
ASEAN Open Sky Policy tidak hanya dirasakan pada sektor penerbangan itu
sendiri, akan tetapi juga dapat dirasakan bagi perekonomian nasional. Perlu
diketahui bahwa awal dari dibentuknya ASEAN Open Sky Policy, memiliki
tujuan untuk mengakses pasar negara-negara anggota ASEAN guna mencapai
integrasi ekonomi sesuai dengan Visi ASEAN 2020 melalui ASEAN Economic
Community. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia pada tahun 2015-2019, yaitu adanya nilai manfaat ekonomi,
keuangan dan pembangunan yang optimal melalui hubungan luar negeri.
Berkaitan pula dengan salah satu dari delapan Sasaran Strategis Utama
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada periode 2015-2019, yaitu
meningkatkan peran Indonesia dalam ASEAN.!!

Manfaat dari ASEAN Open Sky Policy, dapat dilihat dari besarnya
kesempatan yang dimiliki oleh Indonesia, yang mana Indonesia dianggap
memiliki pertumbuhan ekonomi, populasi, dan pasar transportasi udara terbesar
di Asia Tenggara, serta ditetapkannya Jakarta sebagai lokasi utama Sekretariat
ASEAN.? Hal tersebut menjadikan Indonesia memiliki peluang yang lebih
besar dalam berafiliasi dengan negara lainnya. Fauziah Zen, selaku Senior

Economist dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA),

11 “Rencana Strategis 2015-2019,” Kementerian Luar Negeri, 8 Maret 2021,
https://kemlu.go.id

12 Alan Khee dan Jin Tan, “Toward A Single Aviation Market in ASEAN: Regulatory
Reform and Industry Challenges,” Singapore: National University of Singapore (2013): 22, ERIA-
DP-2013-22.pdf


https://kemlu.go.id/
https://www.eria.org/ERIA-DP-2013-22.pdf
https://www.eria.org/ERIA-DP-2013-22.pdf

menganggap bahwa Indonesia memiliki peluang yang besar dari adanya ASEAN

Open Sky Policy, baik dalam sektor penerbangan, ekonomi, serta pariwisata.®

Tabel 1.1 Flows of Inward Foreign Direct Investment di negara-negara
ASEAN

Flows of Inward Foreign Direct Investment (FDI) to ASEAN
Countries (in million US$)

Host 2015 2016 2017 2018 2019
Country
Brunel 17132 -15044  460.15  517.26  374.62
Darussalam

Cambodia 1,700.97 2,279.67 2,732.15 3,102.57 3,663.03
Indonesia 16,642.15 3,920.65 20,579.22 20,563.47 23,943.17

Lao PDR 1,079.15 1,075.69 1,695.38 1,358.00 755.52
Malaysia 10,179.99 11,290.27 9,295.79 7,611.26  7,697.98
Myanmar 2,824.48 2,989.48 4,002.43 1,609.78 1,729.86

Philippines 5,639.16 8,279.55 10,256.44 9,948.60 7,685.34
Singapore 59,702.30 68,820.00 83,618.30 79,723.10 92,078.20

Thailand 8,927.58 3,486.18 8,285.17 13,186.33 4,816.64
Viet Nam 11,800.00 12,600.00 14,099.98 15,500.00 16,120.00
Grand 118,667.0 114,591.0 155,025.0 153,120.3 158,864.3
Total 9 6 1 7 6

Sumber: Badan Pusat Statistik*
Pada tahun 2015, diantara negara-negara anggota ASEAN, Indonesia
mendapatkan masukan Foreign Direct Investment (FDI) sebesar US$ 16,642.15

million, pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi US$ 3,920.65 million,

13 “Indonesia Seharusnya jadi Leading Role di ASEAN Open Sky Policy,” Bisnis.com,
diakses 6 Maret 2021,
https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20180909/98/8376/indonesia-seharusnya-
jadi-leading-role-di-asean-open-sky

14 “Flows of Inward Foreign Direct Investment (FDI) to ASEAN Countries”, Badan Pusat
Statistik, diakses pada 6 Maret 2021, https://data.aseanstats.org/indicator/FDI.AMS.TOT.INF


https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20180909/98/8376/indonesia-seharusnya-jadi-leading-role-di-asean-open-sky
https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20180909/98/8376/indonesia-seharusnya-jadi-leading-role-di-asean-open-sky
https://data.aseanstats.org/indicator/FDI.AMS.TOT.INF

kemudian pada tahun 2017 meningkat secara signifikan menjadi US$ 20,
579.22 million, pada tahun 2018 sedikit mengalami penurunan menjadi US$
20,563.47 million, dan pada tahun 2019 masukan Foreign Direct Investment
(FDI) meningkat menjadi US$ 23,943.17 million.

Data Foreign Direct Investment di atas merupakan data investasi asing yang
masuk kepada negara-negara anggota ASEAN dari berbagai negara yang ada di
dunia. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada ada atau tidak ada pengaruh
terhadap arus masuknya Foreign Direct Investment secara umum yang berasal
dari negara-negara anggota ASEAN (Intra-ASEAN) sebagai home country
kepada Indonesia sebagai host country, setelah adanya implementasi salah satu

kebijakan untuk integrasi ekonomi kawasan, yaitu ASEAN Open Sky Policy.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah
dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
Bagaimana pengaruh implementasi kebijakan ASEAN Open Sky Policy terhadap

Foreign Direct Investment di Indonesia pada tahun 2015-2019?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi fokus peneliti yang telah
diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa
besar pengaruh yang diterima oleh Indonesia pada sektor perekonomian terkait
penanaman modal asing atau Foreign Direct Investment pada tahun 2015-2019

setelah Indonesia mengimplementasikan ASEAN Open Sky Policy.



D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat Akademis
Manfaat akademis dalam penelitian ini, yaitu sebagai suatu bentuk
implementasi IImu Hubungan Internasional melalui teori-teori yang telah
didapatkan peneliti selama masa perkuliahan serta sebagai bahan tambahan
penelitian atau mendalami wawasan terkait Kkerjasama negara-negara
anggota ASEAN di sektor penerbangan guna mencapai suatu integrase
ekonomi, yaitu ASEAN Open Sky Policy.
2. Manfaat Praktis
Adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi
Indonesia maupun mancanegara, serta pemerintah Indonesia sebagai
pembuat kebijakan. Penerbangan dianggap sebagai suatu isu yang relatif
baru dan belum diketahui oleh banyak orang, sehingga penelitian ini
diharapkan dapat memberikan wawasan lebih terkait penerbangan. Tidak
hanya itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan terkait
tindakan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah guna mencapai tujuan

tertentu sesuai dengan kepentingan yang ingin dicapai.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang telah ada sebelumnya,

diantaranya sebagai berikut:



Pertama, yaitu artikel yang diunggah dalam Journal of Asian Economic
Integration 2 yang ditulis oleh Prayoga Permana, Herman W. Hoen, dan Ronald
L. Holzhacker dari University of Groningen dengan judul “Political Economy
of ASEAN Open Skies Policy: Business Preference, Competition and
Commitment to Economic Integration”.*® Artikel ini menjelaskan bahwa upaya
untuk memajukan integrasi ekonomi ASEAN melalui langit terbuka
diperebutkan di dalam negeri ketika preferensi bisnis menunjukkan reaksi
beragam, dan ada sedikit kesepakatan tentang bagaimana kebijakan tersebut
dapat menguntungkan maskapai penerbangan domestik mengikuti strategi
bisnis mereka sendiri. Sehingga, artikel tersebut menjelaskan bagaimana
kepentingan bisnis terlibat dalam kebijakan ASEAN Open Sky Policy, akan
tetapi hal tersebut hanya dijelaskan secara umum oleh penulis.

Kedua, yaitu Liberalisation Report yang dirilis oleh InterVISTAS-EU
Consulting Inc. pada tahun 2009 dengan judul “The Impact of International Air
Service Liberalisation on Chile”.!® Liberalisation Report tersebut menjelaskan
terkait dampak yang dirasakan oleh Chili setelah melakukan implementasi Air
Services Agreement (ASA) yang mana ASA merupakan salah satu bentuk
perjanjian dalam open sky. Dampak dalam hal ini dijelaskan secara terpisah

yang terdiri atas dampak bagi industri penerbangan, pariwisata, dan ekonomi.

15 Prayoga Permana, Herman W Hoen, dan Ronald L Holzhacker, “Political Economy of
ASEAN Open sky Policy: Business Preferences, Competition and Commitment to Economic
Integration,” Journal of  Asian Economic Integration 2 (2020), doi:
https://doi.org/10.1177/2631684620910520

18 InterVISTAS-EU, “The Impact of International Air Service Liberalisation on Chile,”
Liberalisation Report, 2009, diakses 6 Maret 2021, https://www.iata.org/en/iata-
repository/publications/economic-reports/chile-benefits-from-further-liberalization/
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Dalam hal ini, report tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yang
membahas dampak implementasi ASEAN Open Sky Policy bagi sektor ekonomi,
terlebih bagi laju Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia.

Ketiga, yaitu artikel yang diunggah dalam Jurnal AEGIS Vol. 4 No. 1
Maret 2020 yang ditulis oleh Patrick Ziegenhain dengan judul “ASEAN 2025:
Towards Increased Foreign Direct Investment in Southeast Asia?”.1” Artikel ini
menjelaskan bahwa salah satu yang menjadi target utama dari adanya ASEAN
Economic Community adalah untuk mencapai masuknya investasi asing yang
tinggi kepada negara-negara kawasan. Dijelaskan bahwa terdapat peluang yang
tinggi bagi investasi asing untuk masuk di ASEAN hingga tahun 2025.
Sehingga, penelitian yang dilakukan oleh Patrick Ziegenhain berkaitan dengan
penulisan skripsi ini, akan tetapi dalam artikel tersebut hanya dituliskan secara
umum, dan penelitian pada skripsi ini dituliskan secara spesifik terkait Foreign
Direct Investment, dan ASEAN Open Sky Policy merupakan salah satu bagian
dari ASEAN Economic Community

Keempat, yaitu working paper yang dirilis oleh International Civil
Aviation Organization (ICAQO) dan dipresentasikan oleh United States of
America (USA) dengan judul “Liberalization of Market Access” pada tahun

2013.1® Dalam working paper tersebut, ICAO menjelaskan bahwa liberalisasi

7 patrick Ziegenhain, “ASEAN 2025: Towards Increased Foreign Direct Investment in
Southeast Asia?”, Jurnal AEGIS Vol. 4, No. 1 (2020), doi:
http://dx.doi.org/10.33021/aegis.v41i.791

18 “|_iberalization of Market Access,” International Civil Aviation Organization (ICAQ),
diakses pada 29 November 2020, https://www.icao.int » ATConf6-wp054_en
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moda transportasi udara atau open sky dapat menghapuskan akses-akses untuk
memasuki pasar, terlebih perihal kepentingan bisnis dan kerjasama antara
negara-negara yang terlibat dalam suatu perjanjian open sky. Sehingga
dijelaskan bahwa open sky dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi
perekonomian negara serta sektor penerbangan negara yang terlibat. Working
paper tersebut memiliki relevansi dengan topik penelitian yang diambil oleh
peneliti, akan tetapi yang membedakan dalam hal ini yaitu ICAO menjelaskan
melalui sisi kebijakan open sky yang diimplementasikan oleh United States of
America (USA) dengan European Union (EU) melalui The Multilateral
Agreement on Liberalization of International Air Transportation (MALIAT),
sedangkan peneliti berfokus pada kebijakan open sky yang diterapkan oleh
ASEAN melalui ASEAN Open Sky Policy.

Kelima, adalah artikel yang diunggah dalam Jurnal Sosial Politik VVol. 6
No. 1 tahun 2020 yang ditulis oleh Dedi Prasetyo dengan judul “Pro dan Kontra
Penerapan ASEAN Open Sky Policy bagi Negara Anggota ASEAN”.® Dalam
artikel tersebut, penulis bertujuan untuk mengulas terkait kelebihan dan
kekurangan dari diterapkannya kebijakan ASEAN Open Sky Policy bagi negara-
negara anggota ASEAN. Fokus analisis pada artikel ini menitikberatkan pada
dampak ASEAN Open Sky Policy, yang mana kebijakan ini dianggap sebagai

salah satu upaya untuk mencapai Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

19 Dedi Prasetyo, “Pro dan Kontra Penerapan ASEAN Open Sky Policy bagi Negara
Anggota  ASEAN”, Jurnal Sosial Politk Vol. 6, No. 1 (2020), doi:
https://doi.org/10.22219/sospol.v6il1.7736
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“Liberalisasi penerbangan mendorong adanya persaingan bagi negara-negara
anggota ASEAN”. Pada artikel tersebut, lebih menjelaskan pada salah satu
dampak ASEAN Open Sky Policy pada maskapai penerbangan nasional, yaitu
Garuda Indonesia. Untuk pembedanya, peneliti berfokus pada dampak yang
terjadi pada sektor perekonomian, yaitu investasi secara umum yang masuk
pada Indonesia dari intra-ASEAN.

Keenam, adalah artikel ilmiah yang diunggah dalam Jurnal Hukum Edisi
Khusus Vol. 8 yang berjudul “Liberalisasi Perdagangan Jasa Penerbangan
Melalui Kebijakan Open Sky dan Implikasinya Bagi Indonesia” ditulis oleh
Emmy Latifah pada tahun 2011.2° Artikel ini menjelaskan implementasi dari
Open Sky Policy dalam hal liberalisasi perdagangan jasa penerbangan
berdasarkan Undang-Undang Nasional, serta implikasinya bagi Indonesia itu
sendiri. Penulis lebih berfokus pada kebijakan open sky secara keseluruhan,
dalam arti tidak berfokus pada kawasan Asia Tenggara. Akan tetapi, penelitian
yang dituliskan dalam skripsi peneliti menjelaskan terkait open sky secara
spesifik di Asia Tenggara, dan dalam artikel ini memiliki tinjauan hukum
internasional terkait konsep liberalisasi penerbangan, sehingga membantu
peneliti dalam meninjau pandangan hukum internasional terhadap kebijakan

liberalisasi penerbangan yang diterapkan oleh ASEAN.

2 Emmy Latifah, “Liberalisasi Perdagangan Jasa Penerbangan Melalui Kebijakan Open
Sky dan Implikasinya Bagi Indonesia,” Jurnal Hukum Edisi Khusus Vol. 8, (2011),
https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/7229



Ketujuh, adalah buku yang ditulis oleh Fachri Mahmud pada tahun 2012
dengan judul “ASEAN Open Sky Policy dan Tantangan bagi Indonesia”.?!
Buku ini menjelaskan tentang kesiapan Indonesia dalam menghadapi ASEAN
Open Sky Policy, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga strategi
Indonesia  agar  kepentingan  Indonesia  tetap  berjalan  selama
pengimplementasiannya. “Open Sky pertama kali datang dari Amerika Serikat
yaitu pada tahun 1979, sampai pada perjanjian Open sky antara Amerika Serikat
dan Uni Eropa yang berlaku sejak tanggal 2 Maret 2007”. Kalimat tersebut
memiliki relevansi bagi topik penelitian yang dipilih oleh penulis terkait salah
satu topik, yaitu sejarah terbentuknya kebijakan Open Sky, serta tantangan yang
dihadapi oleh Indonesia ketika wacana open sky mulai digaungkan. Sebagai
pembeda, dalam skripsi ini, peneliti menjelaskan terkait Indonesia pada saat
ASEAN Open Sky Policy telah diratifikasi dan mulai diterapkan.

Kedelapan, adalah skripsi yang ditulis oleh Arzhita Devi Shafira,
mahasiswi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas IImu Sosial dan
llImu Politik, Universitas Prof. Dr. Moestofo tahun akademik 2015, dengan
judul “Kesiapan Daya Saing Indonesia dalam Menghadapi ASEAN Open Sky
Policy 2015 (Periode Tahun 2009-2013)”.22 Dalam skripsi tersebut
menggambarkan kondisi sektor penerbangan serta maskapai nasional Indonesia

selama proses menuju implementasi ASEAN Open Sky Policy. Skripsi tersebut

2L Fachri Mahmud, ASEAN Open Sky Policy dan Tantangan bagi Indonesia, (Jakarta:
PT. Mahmud Yunus Wadzuriyah, 2012)

22 Arzhita Devi Shafira, “Kesiapan Daya Saing Indonesia dalam Menghadapi ASEAN
Open Sky Policy 2015 (Periode Tahun 2009-2013),” (Universitas Prof. Dr. Moestofo, 2015)



memiliki relevansi bagi topik yang diambil oleh peneliti, yang mana dari skripsi
ini peneliti mendapatkan gambaran terkait sektor penerbangan Indonesia
sebelum ratifikasi ASEAN Open Sky Policy pada tahun 2015. Terdapat
perbedaan dalam skripsi yang ditulis oleh peneliti pada saat ini, yaitu peneliti
menjelaskan terkait dampak yang diterima oleh Indonesia setelah diterapkannya
kebijakan ASEAN Open Sky Policy.

Kesembilan, yaitu artikel yang diunggah dalam Jurnal Fakultas Hukum
Volume 11 No. Il yang ditulis oleh Devi Fajria dengan judul “Gagasan ASEAN
Open Skies di Indonesia dan Kaitannya Dengan Kedaulatan Wilayah Udara
Indonesia”.?® Dalam artikel tersebut membahas terkait ASEAN Open Sky
sebagai salah satu bentuk integrasi ekonomi kawasan untuk meningkatkan
persaingan di dunia internasional sehingga mampu mendorong pertumbuhan
ekonomi, kesejahteraan, dan mengurangi kemiskinan. Tujuan penulisan peneliti
tersebut diantaranya, yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah
Indonesia dalam mengimplementasikan ASEAN Open Sky, dan mengetahui
strategi pemerintah Indonesia dalam mengatasi dampak implementasi ASEAN
Open Sky Policy terhadap sektor ekonomi, pertahanan, dan keamanan.

Kesepuluh, adalah final report yang disusun oleh Mott MacDonald dan
dirilis oleh Australian AID pada Juni 2011 dengan judul “National Strategy for

The Implementation of ASEAN Open Sky Policy Stage 2: Final Report”.2*

% Devi Fajria, “Gagasan ASEAN Open Skies di Indonesia dan Kaitannya Dengan
Kedaulatan Wilayah Udara Indonesia,” Jurnal Fakultas Hukum Volume II, No. 2 (2015),
https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/7826

2 Mott MacDonald, “National Strategy for The Implementation of ASEAN Open Sky
Policy Stage 2: Final Report,” Australian AID (2011)



Dalam laporan ini membahas terkait strategi implementasi, tantangan, serta
peluang yang dihadapi oleh Indonesia dari adanya ASEAN Open Sky Policy.
Tidak hanya itu, laporan ini juga memberikan analisis dampak secara sosial dan
ekonomi yang diciptakan dari implementasi ASEAN Open Sky Policy pada
tahun 2015. Akan tetapi, dalam final report tersebut, dijelaskan bagaimana
kemungkinan dampak kebijakan ASEAN Open Sky Policy terhadap sektor
perekonomian secara keseluruhan, dan penelitian skripsi ini menjelaskan
bagaimana kenyataan dampak ekonomi khususnya investasi yang dihadapi oleh
Indonesia setelah diberlakukannya ASEAN Open Sky Policy.

Terakhir, yaitu artikel yang diunggah dalam Jurnal Asia Pacific Studies
Vol. 2 No.1 periode Januari-Juni 2018, yang ditulis oleh Siti Merida
Hutagalung, Ruth Hanna Simatupang, dan Sinta Herindrasti dengan judul
“Kebijakan Open Sky Terhadap Pertumbuhan Industri Penerbangan Kajian
Perspektif Hukum dan Kerjasama Internasional: Indonesia, Malaysia, dan
Vietnam”.2° Dalam artikel tersebut, dijelaskan terkait penerapan kebijakan open
sky dalam pengembangan industri penerbangan yang berfokus pada tiga negara,
yaitu Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Artikel ini membahas secara general
bagaimana kebijakan ASEAN Open Sky Policy tersebut berlaku, mulai dari
regulasi, dan kerjasama dalam bidang bisnis dan ekonomi secara umum.

Sebagai pembeda, dalam penulisan skripsi ini menjelaskan secara spesifik

%5 Siti Merida Hutagalung, Ruth Hanna Simatupang, dan Sinta Herindrasti, “Kebijakan
Open Sky Terhadap Pertumbuhan Industri Penerbangan Kajian Perspektif Hukum dan Kerjasama
Internasional: Indonesia, Malaysia, dan Vietnam,” Jurnal Asia Pacific Studies Vol. 2, No.1 (2018),
http://repository.uki.ac.id/id/eprint/4522
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bagaimana perubahan peluang ekonomi yang dirasakan oleh Indonesia dari

adanya kebijakan ASEAN Open Sky Policy tersebut.

F. Argumentasi Utama

Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian terdahulu, dan data-data
yang telah ditemukan, maka peneliti berpendapat bahwa adanya penerapan
kebijakan ASEAN Open Sky Policy, tidak hanya berpengaruh pada sektor
penerbangan nasional, akan tetapi juga memberikan pengaruh bagi sektor
perekonomian, terlebih pada bidang investasi (penanaman modal asing). Hal ini
berkaitan dengan tujuan diciptakannya suatu integrasi ekonomi di kawasan
ASEAN, yaitu business preferences atau kepentingan bisnis. Mudahnya akses
setelah adanya liberalisasi penerbangan, memudahkan para investor di Asia
Tenggara, seperti halnya Singapura dan Malaysia untuk datang ke Indonesia.
Tidak hanya itu, peningkatan kualitas industri penerbangan, menjadikan
Indonesia diakui oleh komoditas penerbangan internasional atas peningkatan
kualitas penerbangannya. Sehingga semakin terbuka peluang atau kesempatan

bagi Indonesia untuk menarik lebih banyak investor.

G. Sistematika Penulisan

1. BAB | PENDAHULUAN
Pada bab pendahuluan merupakan sebagai bagian awal dalam penelitian
ini. Bab | terdiri atas: a) Latar Belakang Masalah, b) Rumusan Masalah, c)

Tujuan Penelitian, d) Manfaat Penelitian, e) Penelitian Terdahulu, f)



Argumentasi Utama, dan g) Sistematika Penulisan. Bab ini berisi mengenai
gambaran dari permasalahan yang digunakan dalam penelitian ini.
BAB || LANDASAN KONSEPTUAL

Pada bab ini, berisi tentang konsep pendukung yang digunakan oleh
peneliti. Bab 11 terdiri atas: a) Integrasi Ekonomi (Economic Integration),
b) ASEAN Open Sky Policy, dan c) Foreign Direct Investment
BAB 11l METODE PENELITIAN

Pada Bab Ill, peneliti memberikan gambaran terkait metode yang
digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Sehingga pada bab ini,
terdiri atas: a) Pendekatan dan Jenis Penelitian, b) Lokasi dan Waktu
Penelitian Penelitian, c) Subjek Penelitian, d) Tahap-tahap Penelitian, e)
Teknik Pengumpulan Data, f) Teknik Analisis Data, dan g) Teknik
Pemeriksaan Keabsahan Data.
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

Pada Bab IV, berisi pembahasan atau bagian inti, yang mana di dalam
bab ini terdapat penyajian serta analisis data secara kualitatif, yang terdiri
atas: a) Sejarah dan Dinamika ASEAN Open Sky, b) Ketentuan Hukum
Internasional Terhadap Open Sky, c) Ratifikasi dan Implementasi ASEAN
Open Sky Policy Terhadap Sektor Penerbangan (Aviation) di Indonesia, d)
Pengaruh Integrasi Eknomi Kawasan Terhadap Foreign Direct Investment
di Indonesia, dan e) Pengaruh Implementasi ASEAN Open Sky Policy

Terhadap Foreign Direct Investment di Indonesia Pada Tahun 2015-20109.



5. BABV PENUTUP
Pada bab ini, berisi kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan
oleh peneliti serta saran sehingga diharapkan dapat memperbaiki penelitian-

penelitian terkait yang akan dilakukan kedepannya.



BAB I1

LANDASAN KONSEPTUAL

A. Integrasi Ekonomi (Economic Integration)

Integrasi memiliki definisi yang berbeda pada setiap perspektif tokoh.
Dominick Salvatore mendefinisikan integrasi ekonomi sebagai suatu kebijakan
yang bersifat komersial yang mana secara diskriminatif bertujuan untuk
mengurangi atau menghapuskan berbagai hambatan perdagangan dengan para
negara-negara anggota yang melakukan kesepakatan.?® Suprima mengartikan
integrasi ekonomi secara umum, yaitu adanya penghapusan hambatan ekonomi
antara dua atau lebih negara sebagai upaya untuk meningkatkan kemakmuran
negara-negara yang bersepakat. Balassa menjelaskan bahwa di dalam integrasi
ekonomi, terdapat berbagai derajat integrasi dalam mewujudkan suatu integrasi
ekonomi, diantaranya yaitu:?’

1. Perdagangan Bebas Kawasan (Free Trade Area)
Pembentukan free trade area, dapat diwujudkan melalui
penghapusan hambatan-hambatan terhadap kegiatan perdagangan, baik

berupa tarif ataupun non-tarif bagi seluruh barang yang diperdagangkan

% Andi Muhammar, “Integrasi Ekonomi Regional dalam ASEAN Free Trade Area”,
Jurnal Education and Development Vol. 7, No. 4 (2019): 162, http://repository.ubaya.ac.id/37306/

27 Bela Balassa, The Theory of Economic Integration, (Macmillan Publisher Limited: The
European Union, 1994), hal. 126
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antar negara anggota. Akan tetapi sistem ini akan tetap memperlakukan tarif
terhadap negara-negara lainnya yang bukan negara anggota kawasan
tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing negara.
Dalam artian, masing-masing negara anggota berhak untuk menentukan
tarif terhadap proses perdagangan dengan negara-negara non-anggota
kawasan.

Persatuan Pabean (Customs Union)

Suatu sistem dapat dianggap sebagai Custon Union apabila dua
negara-negara yang terlibat bersepakat untuk menghapuskan seluruh
hambatan-hambatan perdagangan baik itu tarif ataupun non-tarif bagi
semua barang dan jasa yang terlibat. Sedangkan bagi negara-negara non
anggota, maka diberlakukan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh
seluruh negara anggota.

Pasar Bersama (Common Market)

Dapat dianggap sebagai Common Market apabila telah
dihapuskannya seluruh faktor produksi antar negara. Dalam artian bahwa
tidak hanya menghapuskan hambatan-hambatan dalam proses perdagangan,
akan tetapi juga dihapuskannya faktor-faktor yang menghambat proses
produksi bagi seluruh negara yang terlibat.

Persatuan Ekonomi (Economic Union)

Suatu integrasi dikatakan telah mencapai Economic Union apabila

Common Market telah tercapai dengan baik dan diberlakukan penyelarasan

terhadap berbagai kebijakan makroekonomi nasional antar negara-negara



anggota. Sehingga hal tersebut dapat menghindari kebijakan-kebijakan
yang bertentangan.
5. Integrasi Ekonomi Keseluruhan (Total Economic Integration)
Suatu integrasi dikatakan telah mencapai titik tertinggi yaitu Total
Economic Integration, jika telah dilakukan penyatuan kebijakan moneter,
fiskal, sosial, dan kontra siklus, serta mulai dibentuknya otoritas supra-
nasional yang Kkeputusannya mengikat bagi setiap negara-negara

anggotanya.

Implementasi integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara, telah dilakukan
olen ASEAN melalui ASEAN Economic Community (AEC) atau yang biasa
disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). ASEAN Economic
Community dibentuk oleh negara-negara anggota ASEAN guna mencapai
integrasi ekonomi, yaitu tercapainya kawasan yang aman serta perkembangan
dalam aspek pembangunan yang terintegrasi lebih tinggi, kesejahteraan
masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan kemakmuran yang
berkelanjutan dan merata.?® Empat pilar tujuan dibentuknya ASEAN Economic

Community, yaitu:

1. Pasar tunggal dan basis produksi (Single market and production base),

yakni wilayah negara-negara anggota seluruhnya akan menjadi pasar

8 “ASEAN Economic Community 2025, AEC Council Indonesia Kementerian
Koordinasi Bidang Perekonomian Republik Indonesia, diakses 14 Maret 2021,
https://meaindonesia.ekon.go.id/mea/
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tunggal serta basis produksi bagi perdagangan barang dan jasa di wilayah
negara anggota ASEAN.

2. Kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi (Competitive economic
region), yakni menekankan daya saing produksi dan ekspor, selain itu juga
adanya persaingan bebas yang terjadi di dalam kawasan.

3. Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan
(Equitable economic development), yakni dalam penerapannya, ASEAN
Economic Community juga melibatkan masyarakat serta pelaku bisnis
lainnya dalam proses integrasi.

4. Kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global (Fully integrated region
in the global economy), yakni ASEAN tidak menutup diri untuk menjadi

bagian dari ekonomi global.

Gambar 11.1 Empat Pilar ASEAN Economic Community

Empat pilar tersebut dimuat dalam dokumen Cetak Biru Masyarakat
Ekonomi ASEAN 2025 (ASEAN Economic Blueprint 2025) yang telah

disepakati dalam Pertemuan ke-38 ASEAN Economic Ministers Meeting (AEM)



pada Agustus 2006 yang dilaksanakan di Kuala Lumpur.?® Blueprint yang telah
disepakati, dilaksanakan pada tahun 2015 hingga tahun 2025 sesuai dengan lima

karakteristik yang tercantum di dalamnya, yaitu:3°

1. Ekonomi yang terpadu dan terintegrasi penuh (A highly Integrated and
Cohesive Economy)

ASEAN Economic Community dibentuk dengan tujuan untuk
memfasilitasi arus pergerakan barang, jasa, modal, investasi, dan tenaga
kerja untuk memperluas jaringan perdagangan dan menciptakan pasar yang
terpadu, yang terdiri atas:

e Perdagangan barang (Trade in Goods)

Perdagangan jasa (Trade in Services)

e Lingkungan investasi (Investment Environment)

e Integrasi keuangan, inklusi keuangan, dan stabilitas keuangan
(Financial Integration, Financial Inclusion, and Financial Stability)

o Fasilitas pergerakan tenaga kerja terampil dan kunjungan pelaku usaha

(Faciltating Movement of Skilled Labour and Business Visitors)

2 “Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),” Kementerian Luar Negeri Republik
Indonesia, diakses 14 Maret 2021,
https://kemlu.go.id/portal/id/read/113/halaman_list_lainnya/masyarakat-ekonomi-asean-mea

30 “ASEAN Economic Community Blueprint 2025,” ASEAN, diakses pada 14 Maret
2021, http://www.asean.org.
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2. ASEAN yang berdaya saing, inovatif, dan dinamis (A Competitive,

Innovative and Dynamic ASEAN)

Dalam karakteristik ini, berfokus pada elemen-elemen yang

berkontribusi bagi peningkatan daya saing dan produktivitas kawasan, yang

mana terdiri atas beberapa poin, yaitu:

Kebijakan persaingan yang efektif (Effective Competition Policy)
Perlindungan konsumen (Consumer Protection)

Penguatan kerja sama hak kekayaan intelektual (Strengthening
Intellectual Property Rights Cooperation)

Pertumbuhan yang didorong produktifitas, inovasi, penelitian dan
pengembangan, dan komersialisasi teknologi (Productivity-Driven
Growth, Innovation, Research and Development, and Technology
Commercialisation)

Kerja sama perpajakan (Taxation Cooperation)

Tata kelola yang baik (Good Governance)

Peraturan yang efektif, efisien, koheren dan responsif, dan praktik
regulasi yang baik (Effective, Efficient, Coherent and Responsive
Regulations, and Good Regulatory Practice)

Pembangunan ekonomi berkelanjutan  (Sustainable Economic
Development)

Megatren global dan isu-isu terkait perdagangan yang mengemuka

(Global Megatrends and Emerging Trade-Related Issues)



3. Peningkatan konektivitas dan kerja sama sectoral (Enhanced Connectivity
and Sectoral Cooperation)

Karakteristik ini bertujuan guna meningkatkan konektivitas ekonomi
dengan mengikutsertakan berbagai sektor, karakeristik ini memiliki poin
yang terdiri atas:

e Transportasi (Transport)
e Teknologi informasi dan komunikasi (Information and Communications

Technology)

e E-commerce

e Energi (Energy)

e Pangan, pertanian, dan kehutanan (Food, Agriculture and Forestry)
e Pariwisata (Tourism)

e Kesehatan (Healthcare)

e Mineral (Minerals)

¢ lIlmu pengetahuan dan teknologi (Science and Technology)

4. ASEAN yang berdaya tahan, inklusif, berorientasi pada rakyat, dan berpusat
pada rakyat (A Resilient, Inclusive, People-Oriented and People-Centred
ASEAN)

Dalam karakter ini bertujuan untuk memperkuat pilar ketiga dari
blueprint melalui pendalaman dan penggabungan elemen-elemen penting,
karakteristik ini terdiri atas:

e Memperkuat peran usaha mikro, kecil, dan menengah (Strengthening

the Role of Micro, Small, and Medium Enterprises)



e Memperkuat peran sektor swasta (Strengthening the Role of the Private

Sector)

e Kemitraan public-swasta (Public-Private Partnership)
e Mengurangi kesenjangan pembangunan (Narrowing the Development

Gap)

e Kontribusi pemangku kepentingan dalam upaya integrasi kawasan

(Contribution of Stakeholders on Regional Integration Efforts)

5. ASEAN yang global (A Global ASEAN)

Karakteristik ini bertujuan untuk memajukan integrasi kawasan dengan
ekonomi global melalui Free Trade Area dan perjanjian-perjanjian lainnya,
karakteristik ini terdiri atas:

e Pendekatan Strategis melalui kerjasama ekonomi eksternal

e Peninjauan dan Perbaikan ASEAN FTAs and CEPs yang ada

e Meningkatkan kemitraan ekonomi dengan Mitra Wicara non-FTA
¢ Melibatkan mitra regional dan global

e Meneruskan dukungan terhadap sistem perdagangan multilateral

e Meneruskan keterlibatan dengan institusi regional dan global

B. ASEAN Open Sky Policy

Balassa menjelaskan dalam integrasi ekonomi, terdapat beberapa
pendekatan yang dapat digunakan di dalamnya, satu diantaranya adalah
integrasi ekonomi dalam sektor. Integrasi ekonomi yang dilaksanakan dari

sektor ke sektor, mengintegrasikan berbagai industri secara berturut-turut,



seperti industri besi dan baja, transportasi, dan pertanian.3* Pandangan ini
berpendapat bahwa pemerintah nasional lebih cenderung membuat komitmen
terbatas dengan implikasi yang cukup jelas daripada mengintegrasikan semua
sektor pada saat yang bersamaan, sehingga integrasi yang dilakukan dalam satu
sektor saja, akan mendorong integrasi dalam skala yang lebih besar.

Seperti halnya yang dilakukan oleh ASEAN, guna mencapai integrasi
ekonomi, yaitu ASEAN Economic Community, yang mana salah satu diantara
dua belas sektor dilakukan liberalisasi terhadap sektor penerbangan bagi
negara-negara anggota ASEAN. Salah satu upaya yang dilakukan dalam
mencapai integrasi ekonomi dengan membuka akses pasar negara-negara
anggota melalui pembentukan kebijakan baru, yaitu ASEAN Open Sky. Open
Sky dapat diartikan sebagai suatu konsep peraturan internasional yang mana
menciptakan suatu liberalisasi dalam sektor transportasi udara, khususnya pada
penerbangan sipil, sehingga nantinya dapat membentuk suatu pasar bebas bagi

industri penerbangan.®2

31 Bela Balassa, The Theory of Economic Integration, (Macmillan Publisher Limited: The
European Union, 1994), hal. 135

32 Rezky Brilyan Tuhumury, Peni Susetyorini, dan Kabul Supriyadhie, “Implementasi
ASEAN Open Sky Policy dan Dampaknya Bagi Indonesia (Studi Kasus: Perjanjian Kerjasama
Antara Garuda Indonesia dengan Singapore Airlines),” Diponegoro Law Journal, Vol. 8 No. 4
(2019): 2678, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/27776



Gambar 11.2 Roadmap Integrasi Ekonomi dalam Sektor Penerbangan®®

Sumber: CSE Aviation (International Aviation Consultant)

Negara-negara anggota ASEAN mulai mengimplementasikan ASEAN Open
Sky Policy pada tahun 2015 sesuai dengan konsep dasar open sky yang mana
tidak membatasi maskapai penerbangan untuk terlibat dalam kerjasama
terhadap pelaksanaan pelayanan transportasi udara. Hak-hak kebebasan lalu
lintas udara terkait dengan kebijakan open sky di negara-negara anggota

ASEAN, terdiri atas:3*

33 “ASEAN Open Sky Policy 2015,” CSE Aviation (International Aviation Consultant),
diakses 14 Maret 2021, http://www.cse-aviation.biz/wp-content/uploads/2015/01/Open-Sky-2015-
Edwin-Soedarmo.pdf

%  Mardianis, “Evolusi Pengaturan Internasional Tentang “Open sky” dan
Implementasinya di Indonesia,” Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional: Kajian Kebijakan
dan Hukum Kedirgantaraan (2019): 182, doi: 10.30536/9786023181339.9
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http://dx.doi.org/10.30536/9786023181339.9

1. ASEAN Multilateral Agreement on Air Services (MAAS);
2. ASEAN Multilateral Agreement on The Full Liberalization of Air Freight

Services (MAFLAFS); dan
3. ASEAN Multilateral Agreement on The Full Liberalization of Passenger Air

Services (MAFLPAS).

Kerjasama multilateral yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN
melalui ASEAN Open Sky Policy, tentunya memiliki tujuan untuk mencapai
kepentingan bersama dalam mewujudkan integrasi ekonomi. Melalui
persetujuan dari masing-masing negara anggota, ASEAN Open Sky Policy
diciptakan sebagai salah satu upaya untuk menunjang kepentingan bisnis antar
negara.® Di samping itu, peluang terhadap implementasi open sky, di antaranya
yaitu:3®
a. Tidak ada batasan dalam jumlah penerbangan, penumpang, dan frekuensi

rute. Dalam hal ini, open sky memberikan peluang bagi para maskapai

penerbangan negara-negara yang terlibat untuk melakukan penerbangan
sesuai kemampuannya, serta tidak ada batas bagi jumlah penerbangan dan
frekuensi rute terhadap penerbangan dari negara asal menuju negara

lainnya.

% Prayoga Permana, Herman W Hoen, dan Ronald L Holzhacker, “Political Economy of
ASEAN Open sky Policy: Business Preferences, Competition and Commitment to Economic
Integration,”  Journal of Asian Economic Integration 2  (2020): 50, doi:
https://doi.org/10.1177/2631684620910520

% Brian F. Havel, Beyond Open sky: A New Regime for International Aviation (Chicago:
Kluwer Law International)


https://doi.org/10.1177%2F2631684620910520

b. Menciptakan peluang dalam pelaksanaan code-sharing penerbangan.
Sehingga setiap otoritas penerbangan memiliki peluang dalam mengatur
lalu lintas penerbangan.

c. Menciptakan peluang bisnis yang kompetitif. Dalam implementasinya,
open sky dapat memberikan peluang bisnis antar negara terlibat atas adanya
transportasi udara yang memudahkan konektivitas bagi negara-negara yang
terlibat.

d. Memberikan fasiltas pertukaran bisnis dan komersial. Pelaksanaan bisnis
dan komersial bagi para pelaku bisnis menjadi lebih mudah dan efektif
karena adanya liberalisasi pada sektor tansportasi udara.

e. Terjadi penurunan biaya transportasi udara. Penerapan open sky mampu
mengurangi biaya transportasi udara. Hal ini dikarenakan semua maskapai
penerbangan yang terlibat dalam kerjasama, diberikan hak terbang terhadap
negara-negara yang bekerjasama.

f. Membuka peluang investasi, pariwisata, dan ekspor. Adanya konektivitas
atas adanya open sky, memberikan kemungkinan masyarakat tertarik untuk
melakukan perdagangan, investasi, serta berwisata atas kemudahan

pelayanan transportasi udara.

C. Foreign Direct Invesment (FDI)

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam suatu pembangunan
ekonomi, yang memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan pada masa yang

akan datang. Kasmir mendefinisikan investasi secara luas, yaitu penanaman



modal yang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang terhadap berbagai
bidang usaha, yang terdiri atas investasi domestik, dan investasi asing (foreign
direct investment).3” Foreign Direct Investment (FDI) adalah kategori investasi
lintas batas yang mana investor yang berasal dari negara lain, ketertarikan
dalam berinvestasi dalam jangka panjang dan memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap perusahaan yang berada di negara lain sebagai tujuan.®
Dalam UU No.25 tahun 2007, Penanaman Modal Asing (foreign direct
investment) didefinisikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan
usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal
asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan
dengan penanam modal dalam negeri.>®

Beberapa indikator yang dapat mempengaruhi laju foreign direct
investment, di antaranya yaitu:*°
1. Ukuran pasar (market size)

Market size didasarkan pada populasi, pertumbuhan ekonomi,

ataupun Gross Domestic Product (GDP), yang mana ketiga hal tersebut

37 Kasmir, Analisis Laporan Keuangan (Jakarta: Rajawali Pers) dalam Astrid Mutiara,
dan Syofriza Syofyan, “Faktor Penentu Foreign Direct Investment di ASEAN-7; Analisis Data Panel
2000-2012,” Media Ekonomi Vol. 22 No. 1 (2014): 100,
https://www.neliti.com/id/publications/52776/faktor-penentu-foreign-direct-investment-di-asean-
7-analisis-data-panel-2000-201

38 “Foreign Direct Investment,” OECD, diakses pada 14 Maret 2021, https://www.oecd-
ilibrary.org/finance-and-investment/foreign-direct-investment-fdi/indicator-
group/english_9a523b18-en

% pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

40 Astrid Mutiara, dan Syofriza Syofyan, “Faktor Penentu Foreign Direct Investment di
ASEAN-7; Analisis Data Panel 2000-2012,” Media Ekonomi Vol. 22 No. 1 (2014): 101,
https://www.neliti.com/id/publications/52776/faktor-penentu-foreign-direct-investment-di-asean-
7-analisis-data-panel-2000-201
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berpengaruh pada besarnya pertumbuhan ekonomi suatu negara yang
nantinya dapat menarik foreign direct investment.
Inflasi

Ketika terjadi suatu inflasi, maka seluruh harga akan mengalami
peningkatan termasuk juga faktor produksi, dan ketika harga meningkat
maka perusahaan akan berpikir untuk mengurangi investasinya, sehingga
menyebabkan penurunan terhadap tingkat investasi.
. Tingkat suku bunga

Suku bunga dapat dipahami sebagai refleksi dari cost atau biaya yang
dibutuhkan oleh investor pada saat mereka meminjam dana dari suatu
lembaga perbankan yang berada di host country. Sehingga, apabila tingkat
suku bunga bernilai rendah, maka hal ini dapat mendorong investor agar
meningkatkan modal yang dikeluarkan guna melakukan investasi mereka.
Depresiasi nilai tukar

Ketika terjadi depresiasi (penurunan nilai mata uang dibandingkan mata
uang negara kedua), maka menciptakan suatu dampak positif bagi foreign
direct investment. Adanya penurunan terhadap upah pekerja dan biaya
produksi, meningkatkan daya tarik untuk para investor asing dalam
melakukan investasi. Tidak hanya itu, ada depresiasi nilai tukar pada suatu
negara, dapat meningkatkan peluang dalam proses ekspor barang, sehingga

hal tersebut dapat menarik perhatian investor.



5. Keterbukaan Perdagangan (Trade Opennes)

Keterbukaan dalam perdagangan luar negeri (trade opennes) yang
tinggi dapat menurunkan tingkat hambatan-hambatan dalam melakukan
kegiatan perekonomian (trade barrier), sehingga menjadi suatu kesempatan
bagi para investor asing untuk memanfaatkan keunggulan komparatif dari
host country.

6. Pull Factors dan Push Factors

Masuknya investasi asing pada suatu negara, dipengaruhi oleh dua
faktor, yaitu: (1) Pull Factors, yaitu kondisi dari negara yang menjadi tujuan
untuk investasi, seperti halnya ketersediaan sumber daya, kebijakan
pemerintah, dan daya saing; (2) Push Factors, yaitu kondisi serta strategi
negara yang akan melakukan investasi asing, seperti halnya strategi
produksi, dan perspektif terhadap resiko dari investor asing kepada negara

tujuan investasi.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
menganggap foreign direct investment menjadi suatu elemen penting dalam
pelaksanaan integrasi ekonomi. Hal ini dikarenakan foreign direct investment
menciptakan hubungan yang stabil dan bertahan lama bagi negara yang terlibat,
mempromosikan perdagangan internasional melalui akses ke pasar luar negeri,

dan dapat menjadi kendaraan penting bagi pembangunan ekonomi 4!

41 “Foreign Direct Investment,” OECD, diakses pada 14 Maret 2021, https://www.oecd-
ilibrary.org/finance-and-investment/foreign-direct-investment-fdi/indicator-
group/english_9a523b18-en
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ASEAN Open Sky Policy dapat menjadi salah satu cara dalam menarik
investasi, sesuai dengan Kkarakteristik yang telah tertuang dalam ASEAN
Economic Community Blueprint 2025, yaitu ekonomi yang terpadu dan
terintegrasi penuh, dengan tujuan untuk memfasilitasi arus pergerakan barang,
jasa, modal, investasi, dan tenaga kerja untuk memperluas jaringan
perdagangan dan menciptakan pasar yang terpadu dan peningkatan konektivitas
dan kerja sama sektoral, guna meningkatkan konektivitas ekonomi dengan
mengikutsertakan berbagai sektor.*? Hal ini dilakukan dengan harapan ASEAN
dapat menjadi suatu kawasan yang sejahtera, stabil, serta kompetitif dengan
pembangunan ekonomi yang merata, mengurangi kemiskinan, dan keragaman

sosio ekonomi.*?

Adapun beberapa faktor penting yang dapat mempengaruhi laju foreign
direct investment (FDI) dalam suatu negara (host country), yang mampu
menarik minat para investor untuk melakukan penanaman modal di suatu

negara, diantaranya yaitu:**

42 ASEAN Economic Blueprint 2025

43«4 Tujuan MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, Pasar Tunggal di Regional Asia
Tenggara,” Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia, diakses pada 14 Maret 2021, https://setnas-
asean.id/news/read/4-tujuan-mea-atau-masyarakat-ekonomi-asean-pasar-tunggal-di-regional-asia-
tenggara

44 Sarwedi, “Investasi Asing Langsung di Indonesia dan Faktor yang Mempengaruhinya,”
Jurnal  Akuntansi  dan Keuangan, Vol. 4  No. 1 (2002): 19, doi:
https://doi.org/10.9744/jak.4.1.pp.%2017-35
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1. Faktor Sumber Daya Alam (SDA), seperti letak geografis, iklim, serta
ketersediaan hasil hutan, tambang dan gas, minyak bumi, dan aspek
kebudayaan.

2. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM), yang mana memiliki keterkaitan
dengan tenaga kerja yang siap untuk bekerja dalam perusahaan yang
menanamkan modal asing.

3. Faktor kebijakan pemerintah, yaitu regulasi dan birokrasi yang dibuat oleh
pemerintah.

4. Faktor infrastruktur, yang mana faktor ini dapat menciptakan efisiensi bagi
penanam modal sehingga menarik investasi asing, seperti sektor
penerbangan dan aspek lainnya yang dapat menunjang pertumbuhan
investasi asing di Indonesia.

5. Faktor kemudahan dalam perizinan serta pemotongan pajak bagi para
investor sehingga lebih mudah dalam meningkatkan investasi yang masuk
pada Indonesia.

6. Faktor ekonomi (economic determinants), faktor ini menjadi suatu
pertimbangan bagi kegiatan foreign direct investment (FDI), terdiri atas

akses pasar, faktor efisiensi, dan sumber daya.*®

Bagi para investor asing yang melakukan penanaman modal di Indonesia,

harus memenuhi syarat-syarat penanaman modal asing yang telah ditetapkan.

4 Sarwedi, “Investasi Asing Langsung di Indonesia dan Faktor yang Mempengaruhinya,”
Jurnal  Akuntansi  dan Keuangan, Vol. 4  No. 1 (2002): 19, doi:
https://doi.org/10.9744/jak.4.1.pp.%2017-35
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Investor asing harus memiliki atau mendirikan perusahaan seperti yang
tercantum dalam KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
Perusahaan harus dimiliki oleh minimal dua pemegang saham baik secara
individu ataupun perusahaan. Tidak hanya itu, para investor juga harus taat
terhadap panduan bidang usaha yang telah tercantum di dalam Peraturan
Presiden No. 44 Tahun 2016. Adapun nilai minimum untuk melakukan
investasi asing di Indonesia, yaitu Rp. 10 Miliar yang mana tidak termasuk
dalam harga tanah dan bangunan, serta minimum modal yang diberikan kepada
Bank Indonesia, yaitu sebesar Rp. 2,5 Miliar.*® Penanaman modal asing
(Foreign Direct Investment) secara umum, termasuk Foreign Direct

Investment di Indonesia, dapat dilihat melalui tiga hal diantaranya yaitu:*’

1. Pembelian perusahaan yang telah ada ataupun penyediaan modal untuk
pendirian perusahaan baru di dalam suatu negara.

2. Adanya pembelian atau kepemilikan saham perusahaan di suatu negara
sebesar 10 % yang dilakukan oleh perusahaan dari negara lainnya ataupun
secara individu.

3. Adanya kegiatan pembelian ataupun pembangunan suatu konstruksi pabrik,

dan adanya pembelian tanah yang dilakukan oleh investor asing.

46 “Penanaman Modal Asing di Indonesia,” Kementerian Investasi/BKPM, diakses pada
29 Mei 2021, https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/penanaman-modal-
asing-di-indonesia

47 “Foreign Direct Investment,” Pajak.com, diakses pada 29 Mei 2021,
https://www.online-pajak.com/tentang-pph-final/foreign-direct-investment
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Indonesia dianggap sebagai negara yang memiliki potensi tinggi bagi
foreign direct investment, karena berbagai faktor yang dimiliki, yang mana
salah satunya yaitu biaya yang murah. Tidak hanya itu, sumber investasi asing
terbesar di Indonesia banyak terdiri atas negara-negara Asia, diantaranya yaitu
Singapura, Tiongkok, Hongkong, Jepang, dan Malaysia. Pada peringkat
pertama, Singapura menyumbang foreign direct investment terbesar pada
kuartal pertama tahun 2020 dan urutan ketiga pada kuartal keempat di tahun
2019, dengan total 23,1 % dari investasi asing di Indonesia atau sebanyak US$
6,527 Miliar di tahun 2020 dan sebanyak US$ 1,1 Miliar di tahun 2019. Tidak
hanya itu, Malaysia yang juga dianggap sebagai penyumbang investasi asing
terbesar di Indonesia, berhasil mengeluarkan Belanda dengan total investasi
mencapai US$ 500 Juta pada kuartal keempat tahun 2019 dan kuartal pertama
pada tahun 2020.*® Sehingga dalam penelitian ini menjadi semakin menarik
untuk diketahui terkait ada atau tidak adanya pengaruh terhadap Foreign Direct
Investment di Indonesia setelah adanya implementasi ASEAN Open Sky Policy
yang semakin memudahkan akses pasar melalui liberalisasi sektor transportasi

udara.

48 «“Here are 5 Countries with Biggest Foreign Direct Investment in Indonesia,”
Kementerian Investasi/BKPM, diakses pada 29 Mei 2021,
https://www.investindonesia.go.id/en/article-investment/detail/here-are-5-countries-with-biggest-
foreign-direct-investment-in-indonesia
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METODE PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti menjelaskan terkait metode penelitian serta rancangan

yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data untuk penulisan hasil

penelitian.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif
merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek
yang alamiah, dimana peneliti sebagai poin penting, pengambilan data
dilakukan dengan purposive sampling, analisis data bersifat kualitatif, serta
hasil menekankan pada makna daripada generalisasi.*® Sedangkan Sukmadinata
mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu penelitian yang mana
ditujukan guna mendeskripsikan serta menganalisis suatu fenomena, peristiwa,
aktivitas sosial, kepercayaan, sikap, persepsi, pemikiran orang secara individual
ataupun kelompok.*

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang

didefinisikan sebagai suatu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis,

49 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD,

(Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 15

%0 Nana Syaodih Sukmadinata, Prosedur Penelitian dan Pendidikan, (Bandung: PT.

Remaja Rosdakarya, 2015), hal 60
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menggambarkan, dan meringkas berbagai situasi, kondisi, dari berbagai data
yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara ataupun pengamatan terhadap
suatu masalah yang diteliti di lapangan.®! Penelitian ini merupakan topik yang
belum banyak dibahas sehingga cukup sulit untuk memprediksi hal apa yang

akan ditemukan di dalam lapangan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dikarenakan situasi dalam pelaksanaan penelitian yang kurang mendukung
karena adanya Pandemi Covid-19, membatasi ruang gerak peneliti dalam
menggali data dan informasi terkait topik penelitian. Sehingga data primer yang
digunakan dalam penelitian ini, didapatkan melalui wawancara melalui
platform online bersama Bapak Berlianto P. H. Situngkir selaku Direktur Kerja
Sama Ekonomi ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang
dilakukan secara virtual melalui e-mail yang kemudian dilanjutkan dengan
zoom meeting. Penelusuran data-data pendukung lainnya, didapatkan melalui
buku-buku elektronik, artikel ilmiah, skripsi, serta laporan resmi. Penelitian ini

dilaksanakan sejak peneliti melakukan pengajuan proposal skripsi.

C. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah national state yang berfokus pada

kondisi internal suatu negara. Tingkat analisis ini menghasilkan output

51 | Made Wirartha, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis,
(Yogyakarta: Andi, 2006), hal. 155



penelitian yang tidak terlalu meluas seperti tingkat analisis terhadap sistem,
akan tetapi juga tidak terlalu mikro seperti halnya level analisis individu.>?
Sehingga, peneliti melakukan penelitian terhadap sektor perekonomian
Indonesia, secara khusus untuk melihat peluang pada laju foreign direct
investment setelah Indonesia melakukan implementasi terhadap ASEAN Open

Sky Policy.

D. Tahap-Tahap Penelitian

Sebagai upaya dalam penulisan penelitian ini, peneliti melakukan berbagai
tahapan, diantaranya yaitu:
1. Penyusunan rancangan penelitian
Pada tahap ini, peneliti menentukan tema, topik penelitian, studi
kasus yang dipilih, serta membaca literatur yang berkaitan dengan topik
penelitian, dan kemudian dilanjutkan dengan menyusun suatu proposal
skripsi setelah menentukan permasalahan yang akan dijadikan fokus
penelitian, penentuan unit analisis, serta judul.
2. Pengumpulan data
Berbagai data yang didapatkan oleh peneliti, diantaranya yaitu data
primer dan data sekunder melalui berbagai cara. Data primer dalam
penelitian ini didapatkan melalui wawancara dengan Direktur Kerja Sama

Ekonomi ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Peneliti

2 Yessi Olivia, “Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional,” Jurnal
Transnasional Vol. 5, No. 1 (2013): 899,
https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/1796



mengajukan izin penelitian kepada Kementerian Luar Negeri Republik
Indonesia, dan kemudian proses wawancara dilakukan secara online. Data
sekunder dalam penelitian ini didapatkan oleh peneliti dari berbagai
literatur, diantaranya yaitu artikel ilmiah, skripsi, laman resmi, laporan
resmi, dan laman berita yang ada di internet.
Pengolahan data

Setelah data sekunder dan data primer yang telah didapatkan oleh
peneliti, kemudian data-data tersebut disusun dengan baik sesuai dengan
susunan penelitian agar peneliti menjadi lebih mudah dalam mengolah data.

Data yang telah diolah, kemudian dianalisis sesuai dengan fokus peneliti.

. Analisis data

Data yang telah diolah, kemudian dikaitkan dengan rumusan
masalah yang telah ditentukan sebagai fokus penelitian. Setelah data-data
tersebut dikaitkan untuk menjawab rumusan masalah, maka ditarik suatu
benang merah antara permasalahan yang diangkat dalam penelitan dengan
fakta yang ada sesuai dengan data yang telah didapatkan.

Kesimpulan

Pada tahap ini berisi ringkasan, serta jawaban dari penelitian yang
telah dilakukan.
Penulisan hasil penelitian

Sesuai dengan manfaat dan tujuan penelitian, peneliti menuliskan
hasil penelitian agar dapat bermanfaat bagi akademisi maupun masyarakat

secara umum.



E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam suatu
penelitian, yang mana tujuan utama dari suatu penelitian yaitu untuk
mendapatkan data.>® Ditinjau dari sumber data, maka teknik pengumpulan data
terdiri atas dua cara, yaitu sumber primer dan sumber sekunder, melalui
berbagai macam cara, diantaranya adalah observasi (pengamatan), interview
(wawancara), dokumentasi, serta triangulasi (gabungan).

Pada penelitian ini, informasi dan data yang digunakan peneliti, diperoleh
melalui sumber sekunder dan sumber primer. Sumber sekunder yang
didapatkan oleh peneliti dengan memanfaatkan data yang berasal dari dalam
artikel ilmiah, skripsi, laporan tahunan, laman resmi dan laman berita yang
berada di internet. Pengumpulan data primer dilakukan melalui proses
wawancara dengan Bapak Berlianto P. H. Situngkir selaku Direktur Kerja Sama
Ekonomi ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Wawancara
merupakan proses untuk memperoleh keterangan dalam konteks penelitian
melalui tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber, dengan atau
tanpa pendamping wawancara.>* Dalam pelaksanaan wawancara ini, peneliti

bersama dengan Bapak Berlianto P. H. Situngkir yang didampingi oleh Bapak

%3 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD,
(Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 308

54 Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan
Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Goup, 2013), hal. 133



Arief selaku salah satu Staff Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan model analisis Miles
dan Huberman yang dituliskan dalam Sugiyono, yaitu analisis yang dilakukan
secara interaktif serta berlangsung secara terus-menerus, yang akhirnya
menghasilkan suatu data yang jenuh.>® Teknik analisis ini terdiri atas:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data diartikan sebagai merangkum, memilih hal yang
menjadi pokok penelitian, memfokuskan hal yang penting, pencarian tema
dan pola. Sehingga setelah data direduksi, maka memberikan gambaran
yang jelas serta mempermudah peneliti dalam mengumplkan data.

2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah dilakukan reduksi data, maka data disajikan dalam bentuk
teks naratif yang kemudian mempermudah dalam memahami apa yang
terjadi, dan selanjutkan menentukan langkah selanjutnya berdasarkan apa
yang dipahami.®’

3. Coclusion Drawing/Verification

55 Sugiyono, Penelitian Kualitatif dalam Metode Penelitain Kombinasi, (Bandung:
Alfabeta, 2018), hal. 246

%6 Ibid, 247

57 Ibid, 249-250



Pada tahap ini, dilakukan penarikan kesimpulan dari penelitian.
Kesimpulan akhir dapat berbeda dari kesimpulan awal yang telah
ditetapkan. Hal ini dikarenakan kesimpulan pada penelitian kualitatif dapat
dianggap sebagai suatu temuan baru yang nantinya dapat memberikan

penjelasan terhadap fenomena sebelum dilakukan penelitian.®®
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam melakukan pemeriksaan keabsahan data, perlu dilakukan
pengecekan agar data tersebut dapat dipertanggungjawabkan, dengan
melakukan diskusi kepada pihak yang memiliki pengetahuan dalam bidang
yang sama, ketekunan pengamatan dengan cara melakukan observasi lebih
lanjut, dan melakukan proses pencocokan atau cross check terhadap data primer

dengan data sekunder yang ada.>®

%8 |bid, 252-253
9 Boy S. Sabarguna, Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Ul Press, 2005),
hal. 65



BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

A. Sejarah dan Dinamika ASEAN Open Sky Policy

Berkaitan dengan perkembangan serta perubahan yang terjadi secara
signifikan dalam sektor transportasi udara, kerjasama dalam sektor ini
dilakukan dengan tujuan untuk mengantisipasi adanya perubahan lingkungan di
dalam industri tersebut. Seperti halnya bertambahnya maskapai baru yang
semakin menambah jumlah pelaku bisnis, dan perubahan situasi ekonomi, serta
adanya perbedaan aturan pada masing-masing negara.®® Berbagai bentuk
kerjasama dalam sektor transportasi udara telah banyak dilakukan oleh berbagai
negara di belahan dunia, baik secara bilateral, regional, maupun multilateral.
Bentuk kerjasama dalam sektor penerbangan yang saat ini banyak diterapkan
antar negara, yaitu open sky, yang bertujuan untuk meliberalisasi sektor
transportasi udara baik secara parsial ataupun penuh.

Sejak Perang Dunia Il, layanan penerbangan internasional antara kedua
negara telah dioperasikan berdasarkan Air Service Agreement (ASA) yang
dirundingkan oleh dua negara atau bilateral. Akan tetapi, inisiatif dalam

pembentukan liberalisasi transportasi udara melalui perjanjian open sky,

8 Fachri Mahmud, ASEAN Open Sky Policy dan Tantangan bagi Indonesia, (Jakarta:
PT. Mahmud Yunus Wadzuriyah, 2012), hal. 91
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pertama kali digaungkan olen Amerika Serikat (AS) pada tahun 1979, yang
mana kemudian mulai terbentuk perjanjian-perjanjian open sky lainnya, seperti
halnya Single European Sky Air Traffic Management Research Program
(SESAR) serta kebijakan open sky yang diimplementasikan oleh Amerika
Serikat (AS) dengan Uni Eropa (UE) pada 2 Maret 2007.5*

Setelah kebijakan open sky telah diterapkan di berbagai kawasan, ASEAN
kemudian memutuskan untuk turut serta dalam mengimplementasikan
kebijakan open sky, melalui ASEAN Open Sky Policy. Inisiatif tersebut
merupakan keinginan dari negara-negara anggota untuk merealisasikan Piagam

ASEAN (ASEAN Charter) yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat 2:°2
“The centrality of ASEAN in external political, economic, social
and cultural relations while remaining actively engaged ..., and
adherence to multilateral trade rules and ASEAN s rules-based regimes
for effective implementation of economic commitments and progressive

reduction towards elimination of all barriers to regional economic
integration, in a market-driven economy”

Isi Pasal 2 Ayat 2 pada Piagam ASEAN menjelaskan adanya kerjasama
yang efektif serta sentralitas negara-negara anggota ASEAN dalam relasi
politik, ekonomi, sosial dan budaya secara inklusif dan tidak diskriminatif.
Keputusan untuk bekerjasama dalam liberalisasi terhadap transportasi udara,

berawal dari dua hal, yaitu:®3

81 Fachri Mahmud, ASEAN Open Sky Policy dan Tantangan bagi Indonesia, (Jakarta:
PT. Mahmud Yunus Wadzuriyah, 2012), hal. 91

52 ASEAN Charter, Chapter | Purpose and Principles, Article 2, hal. 7

83 Siti Merida Hutagalung, Ruth Hanna, dan Sinta, “Kebijakan “Open Sky” Terhadap
Pertumbuhan Industri Penerbangan Kajian Perspektif Hukum Dan Kerjasama Internasional:



1. Keberhasilan praktik kebijakan open sky yang dilakukan oleh berbagai
negara di dunia, seperti halnya Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE).
2. Adanya peningkatan terhadap jumlah operator transportasi udara,
termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam, yang mana hal ini
dipengaruhi oleh mudahnya dalam mendapatkan izin dalam pendirian
serta operasi perusahaan penerbangan yang diakibatkan dari peningkatan

permintaan dan kebutuhan atas transportasi udara di negara tersebut.
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Implem entation Framevrork
of ASAM {(Roadmaps)

#5AM — Economic #5AM — Technical
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Market + Airline Ownership & Aviation Aviation Air Traffic
Control Safety Security Management
» Tariff
+ Commercial activities
m + Competition law &
policy fstate aid
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+ Airport user charges
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» Dialog Partner
engagement

Gambar 1V.1 Bagan pembentukan ASEAN Open Sky Policy

Indonesia, Malaysia Dan Vietnam,” Journal of International Relations Study Program, Vol. 2 No. 1
(2018): 72 doi: https://doi.org/10.33541/japs.v2i1.670
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Sumber: CSE Auviation (International Aviation Consultant)®

Berdasarkan bagan pembentukan ASEAN Open Sky Policy di atas, dapat
diketahui bahwa ASEAN Open Sky Policy merupakan suatu perwujudan
untuk mencapai integrasi ekonomi kawasan sesuai dengan salah satu pilar
ASEAN Community, yaitu ASEAN Economic Community yang mulai
diberlakukan pada tahun 2015 sesuai dengan Visi dan Misi ASEAN 2020.
Akses pasar negara-negara anggota ASEAN dalam mewujudkan integrasi
ekonomi, dapat dicapai melalui Open Sky Policy, yang mana di dalamnya

terbagi menjadi tiga jenis kebijakan, diantaranya yaitu:%

1) Multilateral Agreement on the Air Services (MAAS), kebijakan MAAS
hanya mengatur kebijakan terkait pelayanan sektor transportasi udara
secara keseluruhan, seperti halnya bandara yang berada di suatu wilayah
negara anggota, kemudian melakukan kerjasama dengan beberapa
bandara negara anggota ASEAN lainnya. Selain itu, kebijakan MAAS
juga mengatur terkait operasionalisasi penerbangan tanpa melakukan
transit pada bandara-bandara internasional yang telah ditetapkan oleh
negara yang terlibat. Kebijakan MAAS telah disepakati oleh negara-

negara anggota ASEAN pada bulan Mei tahun 2009.

64 “ASEAN Open Sky Policy 2015,” CSE Aviation (International Aviation Consultant),
diakses 14 Maret 2021, http://www.cse-aviation.biz/wp-content/uploads/2015/01/Open-Sky-2015-
Edwin-Soedarmo.pdf

8 “Building the ASEAN Community, ASEAN Single Aviation Market One Sky, One
Region,” ASEAN, diakses 14 Maret 2021,
http://www.asean.org/storage/images/2015/October/outreachdocument/Edited%20ASAM-2.pdf
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2)

3)

Multilateral Agreement on The Full Liberalization of Air Freight
Services (MAFLAFS), yang mana kebijakan MAFLAFS hanya
mengatur terkait pengangkutan kargo dan barang antar seluruh negara
anggota ASEAN maupun sub region. Kebijakan ini disepakati oleh
negara-negara ASEAN pada bulan November tahun 2009.

Multilateral on the Full Liberalization of Passenger Air Services
(MAFLPAS), kebijakan MAFLPAS tersebut mengatur secara
keseluruhan terkait pelayanan penumpang pada transportasi udara.
Kebijakan MAFLPAS mulai disepakati oleh negara-negara anggota

ASEAN pada bulan November tahun 2010.

Kerjasama dalam sektor transportasi udara kemudian mulai

diimplementasikan pada tahun 2015, yang mana keputusan ini telah ditetapkan

dalam pelaksanaan KTT ASEAN Summit yang dilaksanakan di Langkawi

Malaysia dengan hasil pertemuan, yaitu terlaksananya ASEAN Open Sky Policy

yang berarti langit terbuka dengan dihapuskannya batasan-batasan ruang udara

antar negara-negara anggota ASEAN.

Tujuan dari kebijakan open sky secara umum, yaitu adanya inisiatif untuk

melakukan liberalisasi pada transportasi udara baik hal itu dilakukan secara

keseluruhan maupun secara parsial.®® Sementara itu, open sky sebagai suatu

hal. 66

% Sakti Adji Sasmita, Penerbangan dan Bandar Udara, (Yogyakarta: Graha IImu, 2012),



bentuk liberalisasi sektor penerbangan, secara khusus memiliki tujuan

tersendiri di dalamnya, diantaranya yaitu:®’

1) Mendorong terjadinya kompetisi yang semakin meningkat antara
maskapai-maskapai penerbangan yang terlibat;

2) Memberikan kesempatan bagi maskapai-maskapai penerbangan negara
ketiga untuk melakukan pelayanan di dalam rute yang berada di antara
negara pertama dan kedua; dan

3) Memberikan fleksibilitas atau kemudahan bagi maskapai-maskapai
penerbangan untuk melakukan pengembangan terhadap rute-rute dan

jaringan-jaringan yang dipilih.

Secara spesifik, terdapat tujuan dari diciptakannya ASEAN Open Sky Policy,

diantaranya yaitu:

1) Untuk meliberalisasikan secara lebih lanjut terkait layanan transportasi
udara pada setiap titik di negara-negara ASEAN yang memiliki bandara
internasional;®®

2) Untuk mengakses pasar negara-negara anggota ASEAN guna mencapai
integrasi ekonomi sesuai dengan Visi ASEAN 2020 melalui ASEAN

Economic Community;%°

57 Peter Forsyth, John King, etc, Preparing ASEAN for Open Sky, REPSF Project Final
Report, (Monash International Pty Ltd., 2004), hal. 3

8 “ASEAN Open Sky Policy 2015,” CSE Aviation (International Aviation Consultant),
diakses 14 Maret 2021, http://www.cse-aviation.biz/wp-content/uploads/2015/01/Open-Sky-2015-
Edwin-Soedarmo.pdf

% Ibid
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3) Sebagai wujud integrasi terhadap sektor transportasi udara antar negara-
negara anggota ASEAN; dan

4) Menghapuskan segala bentuk hambatan dalam pelayanan tranportasi
udara antar negara guna memajukan perusahaan perdagangan yang
sedang berkembang, pertumbuhan ekonomi, produktivitas, serta

kesempatan kerja yang tinggi.”

B. Ketentuan Hukum Internasional Terhadap Open Sky

Kebijakan open sky yang mengarah pada suatu ketentuan internasional dan
perjanjian dalam sektor transportasi udara yang mana bertujuan untuk
memperluas aturan serta regulasi dalam penerbangan internasional, memiliki
segenap peraturan secara internasional melalui hukum internasional terkait
penerbangan (aviation). Hukum udara merupakan keseluruhan peraturan yang
terdiri atas hukum tertulis dan tidak tertulis yang menjadi satu kesatuan sistem,
yang mana terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar
udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan,
lingkungan hidup, dan fasilitas penunjang lainnya.”® International Civil

Aviation Organization (ICAO) yang berada dibawah naungan Perserikatan

0 Devi Fajria, “Gagasan ASEAN Open Skies di Indonesia dan Kaitannya Dengan
Kedaulatan Wilayah Udara Indonesia,” Jurnal Fakultas Hukum Volume II, No. 2 (2015),
https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/7826

"L Oki Pramana, “Upaya Indonesia dalam Menghadapi Implementasi ASEAN Open Sky
Policy Tahun 2015, Jurnal Online Mahasiswa Vol. 1, No. 1 (2015): 6,
https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/2305

2 Agus Pramono, Dasar-dasar Hukum Perjanjian Internasional Teori dan Praktek,
(Bogor: Ghalia Indonesia, 2011): 8



Bangsa-Bangsa (PBB), menjadi badan khusus yang didirikan berdasarkan pada

Konvensi Chicago 1944 untuk mengatur sektor transportasi udara secara

internasional. Dalam menentukan regulasi terkait penerbangan internasional,

ICAO melandaskan pada Konvensi Chicago 1944, termasuk juga peraturan

bagi pelaksanaan ASEAN Open Sky Policy. Ketika suatu negara telah

memutuskan untuk bekerjasama dan mengimplementasikan kebijakan open
sky, maka negara tersebut harus mengikuti hukum udara secara internasional.
Konvensi Chicago diselenggarakan pada 1 November sampai 7 Desember

1944 oleh Presiden Amerika Serikat (AS) pada masa itu, yaitu Franklin Delano

Roosevelt, yang mana konferensi tersebut dihadiri oleh 54 negara.

Terlaksananya konferensi tersebut bertujuan untuk menyusun dokumen cetak

biru (blueprint) terhadap pengaturan penerbangan sipil internasional pasca

perang. Dokumen utama yang dihasilkan dalam Konferensi Chicago adalah

Konvensi Penerbangan Sipil, yang terdiri atas:”

1. Terciptanya International Civil Aviation Organization (ICAO);

2. Perjanjian Interim terkait penerbangan sipil internasional, membentuk
PICAO, sebagai International Civil Aviation Organization (ICAO)
sementara;

3. Membentuk Perjanjian  Transit Layanan Udara Internasional

(International Air Services Transit Agreement);

8 Mardianis, “Evolusi Pengaturan Internasional Tentang “Open sky” dan

Implementasinya di Indonesia,” Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional: Kajian Kebijakan
dan Hukum Kedirgantaraan (2019): 170, doi: 10.30536/9786023181339.9
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4. Membentuk Perjanjian Transportasi Udara Internasional (International
Air Transport Agreement); dan
5. Menghasilkan rancangan lampiran teknis konvensi, dan formulir standar
perjanjian sementara untuk rute udara.
Prinsip hukum internasional dalam konsep open sky, berfokus pada
Konvensi Chicago 1944 tertuang dalam Pasal 1 dan 2, yang berbunyi:™

“The contracting States recognize that every State has complete and
exclusive sovereignty over the airspace above its territory”

Dalam Pasal 1 Konvensi Chicago 1944, dijelaskan bahwa negara-negara yang
terlibat dalam konvensi, mengakui bahwa setiap negara memiliki kedaulatan
masing-masing atas ruang udara yang lengkap dan eksklusif yang berada di
atas wilayahnya. Pasal 1 tersebut kemudian dilanjutkan dalam Pasal 2, yang
berbunyi:

“For the purposes of this Convention the territory of a State shall

be deemed to be the land areas and territorial waters adjacent there

to under the sovereignty, suzerainty, protection or mandate of such
state”

Dalam Pasal 2 Konvensi Chicago, menjelaskan bahwa tujuan konvensi ini,
yaitu wilayah suatu negara akan tetap dianggap sebagai daratan dan perairan
teritorial yang berdekatan di bawah kedaulatan, penguasaan, perlindungan atau
otoritas negara yang berkaitan. Pasal 1 dan Pasal 2 yang tercantum dalam
Konvensi Chicago 1944, mendasari seluruh peraturan dalam hukum udara

public internasional (international civil aviation).

4 “Convention on International Civil Aviation,” ICAO, diakses pada 14 Maret 2021,
http://www.icao.int.



Reaksi suatu negara terhadap kebijakan open sky, dapat dikategorikan dalam
beberapa kategori, yaitu negara yang mendukung kebijakan open sky serta
negara yang menolak adanya open sky. Penolakan suatu negara terhadap
kebijakan open sky, biasanya adalah negara yang mampu menangani kebutuhan
dalam negeri yang melimpah dengan operator yang signifikan, serta negara
tersebut cenderung memiliki posisi geografi yang baik.” Sebaliknya, negara
yang memberikan reaksi dukungan terhadap open sky, dikategorikan menjadi

empat kategori, diantaranya yaitu:"

1. Negara yang memiliki kemampuan yang sangat kuat serta berimbanng
dengan operator internasional yang semakin kompetitif terhadap
persaingan internasional dalam melakukan liberalisasi angkutan udara.

2. Negara yang memiliki berbagai tuntutan dalam negeri, sehingga
membutuhkan suatu kerjasama internasional untuk mempertahankan
kehidupan negaranya.

3. Negara yang ingin memanfaatkan lokasi geografisnya di dalam suatu
kawasan, untuk melakukan kerjasama internasional sehingga dapat
mengembangkan sektor perekonomian negaranya.

4. Negara yang berada di dalam ruang lingkup negara-negara yang

mengimplementasikan kebijakan open sky (Open sky Club Members) yang

5 Mardianis, “Evolusi Pengaturan Internasional Tentang “Open sky” dan

Implementasinya di Indonesia,” Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional: Kajian Kebijakan
dan Hukum Kedirgantaraan (2015): 170, doi: 10.30536/9786023181339.9
78 1bid, hal. 168
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kemudian secara tidak langsung menciptakan suatu kompetisi antar

maskapai masing-masing negara.

C. Ratifikasi dan Implementasi ASEAN Open Sky Policy Terhadap Sektor

Penerbangan (Aviation) di Indonesia

Indonesia sebagai salah satu negara yang mengimplementasikan kebijakan
open sky, secara hukum internasional telah menjalankan aturan yang tercantum
dalam Konvensi Chicago 1944 terkait Penerbangan Sipil Internasional
(Chicago Convention on Civil Aviation 1944) sejak 27 April 1950, yang mana
Indonesia juga mengakui adanya kedaulatan secara penuh serta eksklusif atas
wilayah teritorial udara pada suatu negara. Sehingga Indonesia dapat dianggap
telah memenuhi ketentuan yang tercantum di Konvensi Chicago 1944.7" Selain
melakukan ratifikasi terhadap kebijakan ASEAN Open Sky Policy, Indonesia
telah melakukan berbagai kerjasama terkait liberalisasi transportasi udara
secara bilateral melalui Air Service Agreement dan Air Transport Agreement
dengan pemerintah suatu negara serta organisasi kawasan. Adapun beberapa
perjanjian tersebut, dua diantaranya yaitu: (1) Certain Aspects of Air Services
Agreement dengan European Union (EU) yang diratifikasi pada 29 Juni 2011

di Brussels dan mulai dilaksanakan pada 28 Desember 2016; dan (2) Air

" Mardianis, “Evolusi Pengaturan Internasional Tentang “Open sky” dan

Implementasinya di Indonesia,” Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional: Kajian Kebijakan
dan Hukum Kedirgantaraan (2015): 179, doi: 10.30536/9786023181339.9
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Services Agreement dengan Qatar yang diratifikasi pada 18 Oktober 2017 di

Bogor dan mulai dilaksanakan pada 20 November 2020.

Melalui berbagai perjanjian tersebut, dapat diketahui bahwa Indonesia telah
mengimplementasikan pelaksanaan terkait hak kebebasan dalam Konvensi
Chicago 1944 melalui kerjasama secara bilateral. Terlepas dari perjanjian-
perjanjian tersebut, secara khusus, Indonesia telah melakukan kerjasama
multilateral di tingkat kawasan bersama dengan negara-negara anggota ASEAN
terkait kebijakan terhadap hak-hak kebebasan transportasi udara di wilayah
negara anggota ASEAN. Indonesia mendukung penuh perwujudan ASEAN
Open Sky Policy sebagai bagian dari pencapaian Kuala Lumpur Transportation
Strategic Plan (KLTSP) 2016-2025 yang merupakan blueprint pengembangan
transportasi di ASEAN. Wujud komitmen Indonesia adalah dengan meratifikasi
MAFLAFS (Perpres No. 74/2011) beserta 2 protokolnya, MAAS (Perpres No.
74/2011) beserta 6 protokolnya, dan MAFLPAS (melalui Perpres No. 12/2016)
beserta Protokol 1 dan 2. Saat ini Indonesia dalam proses ratifikasi Protokol 3

dan 4 MAFLPAS.

Terdapat tiga instrumen kebijakan utama di dalam ASEAN Open Sky
Policy yang telah diratifikasi oleh Indonesia, yaitu:’®

1. ASEAN Multilateral Agreement on Air Services (MAAS)

8 Wawancara Bapak Berlianto P. H. Situngkir selaku Direktur Direktorat Kerja Sama
Ekonomi ASEAN, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dilaksanakan pada 8 April 2021



Melalui Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2011, Indonesia telah
meratifikasi ASEAN MAAS beserta enam protokol yang tercantum di
dalamnya:

a. Protokol 1: Hak kebebasan lalu lintas udara ketiga dan keempat secara
tidak terbatas di dalam negara sub-kawasan ASEAN.

b. Protokol 2: Hak kebebasan lalu lintas udara kelima secara tidak terbatas
di dalam negara sub-kawasan ASEAN.

c. Protokol 3: Hak kebebasan lalu lintas udara ketiga dan keempat secara
tidak terbatas antara sub-kawasan ASEAN.

d. Protokol 4: Hak kebebasan lalu lintas udara kelima secara tidak terbatas
antara sub-kawasan ASEAN.

e. Protokol 5: Hak kebebasan lalu lintas udara ketiga dan keempat secara
tidak terbatas antar ibukota negara anggota ASEAN.

f. Protokol 6: Hak kebebasan lalu lintas udara kelima secara tidak terbatas

antar ibukota negara anggota ASEAN.

2. ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalization of Air Freight
Services (MAFLAFS)

Melalui Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2011, Indonesia telah

meratifikasi ASEAN MAFLAFS beserta dua protokol yang tercantum di

dalamnya:



a. Protokol 1: Hak kebebasan lalu lintas udara ketiga, keempat, dan kelima
antara titik-titik yang telah ditentukan di ASEAN (Masing-masing
negara menentukan titiknya).

b. Protokol 2: Hak kebebasan lalu lintas udara ketiga, keempat, dan kelima
antara semua titik dengan Bandara-bandara Internasional yang ada di
ASEAN.

3. ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalization of Passenger Air

Services (MAFLPAS)

Melalui Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2016, Indonesia telah
meratifikasi Protokol 1 dan Protokol 2 ASEAN MAFLPAS. Indonesia
sedang dalam masa proses ratifikasi Protokol 3 yang berlaku sejak 13 Maret
2019, dan Protokol 4 yang berlaku sejak 16 Agustus 2019.” Sebagaimana
Protokol 1 dan Protokol 2 ASEAN MAFLPAS:

a. Protokol 1: Hak kebebasan lalu lintas udara ketiga dan keempat secara
tidak terbatas antara semua kota ASEAN.

b. Protokol 2: hak kebebasan lalu lintas udara kelima secara tidak terbatas

antar seluruh kota ASEAN.

8 Wawancara Bapak Berlianto P. H. Situngkir selaku Direktur Direktorat Kerja Sama
Ekonomi ASEAN, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dilaksanakan pada 8 April 2021



Tabel IV.1 Daftar Kota yang Dibuka untuk ASEAN Open Sky Policy

No Negara Kota yang dibuka unt].lk ASEAN Open
Sky Policy
i Tridotissis Jakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, dan
Medan
Brunei ;
2 Bandar Seri Begawan
Darussalam
3 Singapura Singapura
4 ¥ A Semua kota dengan bandara internasional
¥ (terdapat delapan bandara internasional)
5 Thailand Semua kota dengan bandara internasional
(terdapat sembilan bandara internasional)
6 Filini Semua kota dengan bandara internasional
Huping (terdapat 12 bandara internasional)
7 Kamboia Sermua kota dengan bandara internasional
d (terdapat 3 bandara internasional)
s s Sermua kota dengan bandara internasional
(terdapat 3 bandara internasional)
9 s Semua kota dengan bandara internasional
¥ (terdapat 3 bandara internasional)
; Semua kota dengan bandara internasional
L Visam (terdapat 8 bandara internasional)

Sumber: INNACA Annual Report®

Ketiga instrumen utama dalam kebijakan ASEAN Open Sky Policy yang

telah diratifikasi oleh Indonesia beserta negara-negara anggota ASEAN lainnya,

8 “INACA Annual Report 2012,” Indonesia National Air Carriers Association, diakses
pada 14 Maret 2021, http://inaca.or.id
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menjadi suatu bentuk untuk mewujudkan liberalisasi sektor transportasi udara
guna mencapai integrasi ekonomi sesuai dengan tujuan dari ASEAN Economic
Community. Kebijakan ASEAN Open Sky Policy kemudian diimplementasikan
kepada masing-masing negara, termasuk Indonesia.

Upaya Indonesia dalam menghadapi ASEAN Open Sky Policy,
pemerintah selaku regulator, melakukan beberapa kebijakan terhadap sektor
penerbangan (aviation) di Indonesia. Pertama, penentuan bandara-bandara
internasional yang terlibat dalam kebijakan open sky serta meningkatkan
pelayanan transportasi udara sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2009
tentang Penerbangan. Dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 1 Tahun 2009
tentang Penerbangan, mengatur hal-hal yang berkaitan dengan operasionalisasi
industri penerbangan, baik dalam hal bisnis, perizinan perusahaan transportasi
udara, hingga standart keselamatan penerbangan, agar mampu memenubhi
kebutuhan angkutan baik dalam negeri maupun internasional .8t

Kedua, Kementerian Perhubungan telah menetapkan peraturan melalui
Keputusan Menteri No. 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan
Nasional, serta menetapkan lima bandara internasional dari total 29 bandara
internasional yang ada di Indonesia, diantaranya yaitu Bandara Internasional
Soekarno-Hatta, Bandara Internasional Juanda, Bandara Internasional Ngurah

Rai, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, dan Bandara Internasional

8 “Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan,” Kementerian
Perhubungan, diakses pada 14 Maret 2021, https://jdih.dephub.go.id.



Kualanamu.®? Kelima bandara tersebut dianggap memiliki wilayah dengan
tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta besarnya kuantitas penumpang
dan kargo pada wilayah tersebut, baik secara domestik ataupun internasional,
serta fasilitas penerbangan dan keamanan yang lebih baik. Bandara-bandara
internasional yang telah ditetapkan, membagi pintu masuk ke Indonesia
menjadi jalur barat, jalur tengah, dan jalur timur. Tidak hanya itu, Garuda
Indonesia telah ditentukan sebagai maskapai nasional full services dalam
pelaksanaan ASEAN Open Sky Policy.

Ketiga, yaitu pada bulan Januari tahun 2012, Kementrian Perhubungan
telah menetapkan kebijakan penggantian kerugian bagi penumpang pesawat
atas penundaan keberangkatan yang lebih dari empat jam. Kebijakan tersebut
tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011, serta
kebijakan terkait bagasi yang mana dalam PM 77 tersebut mengatur tentang
bagasi yang hilang. Bagasi dinyatakan hilang apabila dalam waktu empat belas
hari tidak ditemukan, maka penggantian akan diberikan sebesar maksimal 4 juta
rupiah, atau 200.000 rupiah per kilogram. Adanya Peraturan Menteri
Perhubungan No. 77 Tahun 2011 tersebut, menandakan bahwa Indonesia ingin
meningkatkan pelayanan terkait operasionalisasi maskapai penerbangan dan

perlindungan hak konsumen.®

82 “Indonesia Confirms Participation in ASEAN Open Sky Policy Agreement,” Indonesia
Investment, diakses 29 November 2020, https://indonesia-investment.com/id/news/todays-
headlines/indonesia-confirms-participation-in-asean-open-sky-agreement

8 |ga Tamara, “Strategi Garuda Indonesia sebagai Flag Carrier dalam Menghadapi
ASEAN Open Sky Policy 2015,” (Tesis, 2012): 67-69
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Dalam implementasinya, peraturan hak-hak kebebasan transportasi
udara telah diatur sesuai dengan Konvensi Chicago 1944 tentang kebijakan
open sky bahwa setiap negara memiliki hak yang sama, yaitu lima Hak

Kebebasan Udara (Five Freedoms of the Air):34

Kebebasan 1: Hak untuk melakukan penerbangan di atas wilayah negara lain

tanpa melakukan pendaratan.

Kebebasan 2: Hak untuk melakukan keperluan teknis (non-komersial), seperti
pengisian ulang bahan bakar ataupun melakukan perawatan

pesawat.

8  Mardianis, “Evolusi Pengaturan Internasional Tentang “Open sky” dan

Implementasinya di Indonesia,” Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional: Kajian Kebijakan
dan Hukum Kedirgantaraan (2015): 167, doi: 10.30536/9786023181339.9
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Kebebasan 3: Hak untuk melakukan pengangkutan penumpang, kargo, dan pos

secara komersial dari negara sendiri menuju ke negara lain.
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Kebebasan 4: Hak untuk melakukan pengangkutan penumpang, kargo, dan pos

secara komersial dari negara lain menuju ke negara sendiri.

Kebebasan 5: Hak untuk melakukan pengangkutan penumpang, kargo, dan pos

secara komersial antar dua negara yang berbeda.

Indonesia, sebagai salah satu negara anggota ASEAN yang ikut serta
dalam mengimplementasikan ASEAN Open Sky Policy, memiliki perencanaan
terkait implementasi Indonesia terhadap kebijakan tersebut sesuai dengan Five

Freedoms of the Air:



Tabel

IV.2 Peta Perencanaan Integrasi Penerbangan

Liberalisasi Pelayanan Kota kota Tujuan . HakKehebasan
Pengangkutan Barang Penerhangan Rembatagiy Lginny | yang
Diperlukan
Mengijinkan untuk
100 ton. tanpa menerapkan sistem “code Prinsi
ASEAN MoU tentang Bandar-bandar udara batasan’terhg 5 sharing” dengan maskapai kebeb}:tsan ke 3
Pelayanan Pengangkutan tujuan dan maskapai £ iciens dan t:ipe tertentu dari negara- don
Barang 2002 P negaralain dan terhadap

pesawat

rute-rute yang telah
disetujui

Protokol Amandemen

250 ton, tanpa

2008

Singapura, Thailand,
Brunet Darussalam,
Kamboja

pribadi

ok Mo g Bandar-bandar udara | batasan terhadap . Sama dengan
Pelayanan Pengangkutan : : ; ; Sama dengan yang di atas :
tujuan dan maskapai frekuensi dan tipe yang di atas
Barang 2002 yang Shsnwst
ditandatangani tahun 2007
Liberalisasi Pelayanan y
Penganglutan Barang Ibukkj:a—lvbukota dan
Desember 2008: r';las alim'yingah
scparcah & tayn Tanpa pembatasan
2008, seluruh bandar .
e Penerapan Protokol 2 ; terhadap ; : ; Prinsip
’ : . | udarainternasional > Tidak ada informast yang
didasarkan pada ratifikasi tahun 2010, selurh kapasitas, rinci kebebasan ke 3,
ASEAN ke-10, X frekuensi dan tipe 4, dan 5
R negara anggota
e TFinalisasi penerapan ASEAN akan pesawat
protokol tetapi belum fipa S e
diratifikasi pada Agustus d tahun 2015 o/
2008
Liberalisasi Pelayanan Pet;::]t:lzndatas
Pengangkatan Penumpang Kota kota Tujuan p 2 Lainnya Hak Kehebasan
Reriadwal Kapasitas, dan
il Jenis Pesawat
Sub-regional ASEAN
sepetti negara-negara
Liberalisasi pelayanan CLMV, IMT-GT Tzt 4 Prinsi
pengangkutan penumpang (hanya peta rencana), errgan 5 ar?i::aar: Tergantung pada kgbr:iisan ke 3
berjadwal, Desember 2005- | BIMP-EAEG, perjany perjanjian secara pribadi

dan 4

Liberalisasi dan pelayanan

pengangkatan penumoang Tbukota-ibukota di tTaﬁps pematasan inbnip e 3
berjadawal Desember 2008, negara ASEAN ke ! :si:;)s Tidak ada informast yang 4e dzna;an 3
Masih tetap dibahas dan akan | dengan maskapal frfl)cuensi, Y rinet ’
diratifikasi pada November tertentu prsawEs P
2008
. L Tanpa pembatasan
Tiveralisagl pelayaiian Seluruh bandara terhadap ’ x . Prinsip
pengangkutan penumpang : : 3 Tidak ada informasi yang
beriaduwal Desember 2010 internasional kapasitas, rinci kebebasan ke 3,
majsih terus dibahas maskapai tertentu frekuensi dan tipe 4, dan 5
pesawat
Tanpa pembatasan
ASEAN pasar penerbangan Seluruh bandara terhadap . . . Prinsip
tunggal 2015 {dengan seluruh | intemasional, kapasitas, I;C:k adainformasi yang kebebasan ke 3,
negara anggota) maskapai tertentu frekuensi dan tipe 4, dan 5

pesawat

Sumber: Peta Perencanaan milik Departemen Perhubungan®

8 Peta Perencanaan untuk integrasi penerbangan hasil wawancara dengan Departemen

Perhubungan, tertulis dalam Siti Merida Hutagalung, Ruth Hanna, dan Sinta, “Kebijakan “Open
Sky” Terhadap Pertumbuhan Industri Penerbangan Kajian Perspektif Hukum Dan Kerjasama
Internasional: Indonesia, Malaysia Dan Vietnam,” Journal of International Relations Study Program,
Vol. 2 No. 1 (2018): 79-80 doi: https://doi.org/10.33541/japs.v2i1.670
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ASEAN Open Sky Policy hanya menegosiasikan hak kebebasan lalu lintas
udara ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 yang pada dasarnya membuka hak lintas
dan angkut udara (penumpang dan barang) antar sesama anggota negara
ASEAN. Walaupun secara teknis telah disepakati untuk melaksanakan open
sky hingga kebebasan kelima, akan tetapi setiap negara anggota ASEAN masih
beragam dalam mengimplementasikan kebijakan ASEAN Open Sky Policy, hal
ini dikarenakan adanya kendala pada masing-masing negara, diantaranya

yaitu:8®

1. Adanya perbedaan standard regulasi terkait keamanan serta keselamatan;
2. lzin operasionalisasi yang kompleks bagi maskapai udara;

3. Adanya variasi sifat akses dalam pasar;

4. Ketidakseimbangan tingkat bermain antar negara anggota ASEAN; dan

5. Terbatasnya kapasitas slot bagi sejumlah bandara utama yang ditetapkan

untuk implementasi kebijakan ASEAN Open Sky Policy.

D. Pengaruh Integrasi Ekonomi Kawasan Terhadap Foreign Direct

Investment di Indonesia

Setiap output atau kebijakan yang dibuat oleh suatu aktor pembuat
kebijakan, pasti memiliki tujuan tersendiri guna mencapai interest yang telah

direncanakan oleh para decision maker, seperi halnya negara-negara anggota

8 Mardianis, “Evolusi Pengaturan Internasional Tentang “Open sky” dan

Implementasinya di Indonesia,” Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional: Kajian Kebijakan
dan Hukum Kedirgantaraan (2015): 182, doi: 10.30536/9786023181339.9
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ASEAN yang membentuk suatu kebijakan untuk meliberalisasi sektor
penerbangan bagi kawasan melalui ASEAN Open Sky Policy.

Kerjasama multilateral yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN
melalui ASEAN Open Sky Policy, tentunya memiliki tujuan untuk mencapai
kepentingan bersama dalam mewujudkan integrasi ekonomi. Melalui
persetujuan dari masing-masing negara anggota, ASEAN Open Sky Policy
diciptakan sebagai salah satu upaya untuk menunjang kepentingan bisnis antar
negara. Krasner menjelaskan bahwa adanya komitmen untuk mencapai
integrasi ekonomi bermula dari adanya suatu keinginan terhadap kepentingan
bisnis, yang kemudian dilanjutkan oleh suatu negara dengan negara-negara
yang berada dalam satu kawasan untuk menciptakan output berupa komitmen
bagi negara-negara anggota kawasan tersebut (ASEAN) untuk membentuk
suatu integrasi ekonomi.®’

Tidak hanya itu, proses integrasi ekonomi dalam suatu kawasan, tidak
terlepas dari adanya keterlibatan kegiatan ekonomi antar negara kawasan,
seperti halnya negara-negara anggota ASEAN. Salah satu bentuk integrasi
ekonomi kawasan ASEAN vyaitu terbentuknya ASEAN Free Trade Area
(AFTA) yang bertujuan untuk menciptakan peningkatan terhadap perdagangan
barang dan jasa antar negara anggota, dan menarik lebih banyak foreign direct

investmnet untuk masuk ke dalam kawasan ASEAN. Penerapan AFTA

8 Prayoga Permana, Herman W Hoen, dan Ronald L Holzhacker, “Political Economy of
ASEAN Open sky Policy: Business Preferences, Competition and Commitment to Economic
Integration,”  Journal of Asian Economic Integration 2  (2020): 50, doi:
https://doi.org/10.1177/2631684620910520
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diberlakukan pada tahun 1992-2002, yang kemudian dilanjutkan dengan
pembentukan integrasi ekonomi secara mendalam melalui ASEAN Economic
Community pada KTT ASEAN ke-9 tahun 2003.288 Terbentuknya integrasi
ekonomi di kawasan ASEAN, tidak hanya berfokus pada integrasi pasar
regional dan peningkatan daya saing, akan tetapi juga menempatkan ASEAN
sebagai suatu kawasan investasi, sehingga dapat meningkatkan masuknya
Penanaman Modal Asing (Foreign Direct Investment).? Hal ini telah
tercantum dalam ASEAN Economic Community Blueprint 2025, yaitu: %

“The main objective of this characteristic is to facilitate the
seamless movement of goods, services, investment, capital, and
skilled labour within ASEAN in order to enhance ASEAN'’s trade and
production networks, as well as to establish a more unified market
for its firms and consumers”

Penanaman Modal Asing (Foreign Direct Investment) menjadi bagian
pokok dalam pembangunan perekonomian suatu negara. Hal ini dikemukakan
olen William Millberg bahwa foreign direct investment dapat mendorong
berbagai hal pokok, diantaranya yaitu: %

1. Membantu menciptakan efek promosi pertumbuhan dan pembangunan

ekonomi

8 “ASEAN Economic Community 2025, AEC Council Indonesia Kementerian
Koordinasi Bidang Perekonomian Republik Indonesia, diakses 14 Maret 2021,
https://meaindonesia.ekon.go.id/mea/

8 Khaidir Anwar, Integrasi Ekonomi dalam Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 dan
Implikasinya Terhadap Indonesia, (Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan dan
Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2012), hal. 12

% “ASEAN Economic Community Blueprint 2025,” ASEAN, diakses pada 14 Maret
2021, http://www.asean.org.

%1 Karunia, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing Langsung,
(Universitas Indonesia, 2005) dalam Ridwan, “Dampak Integrasi Ekonomi Terhadap Investasi di
Kawasan ASEAN,” Jurnal Organisasi dan Manajemen Vol. 5, No. 2 (2009): 98,
https://jurnal.ut.ac.id/index.php/jom/article/view/247
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2. Mendorong terciptanya penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan
pendapatan masyarakat

3. Mendorong penyerapan teknologi yang mampu meningkatkan
produktivitas masyarakat

4. Membantu dalam akses pasar ekspor

5. Memberikan efek positif pada neraca pembayaran.

Adanya integrasi ekonomi di dalam suatu kawasan, khusunya ASEAN,
memiliki keterkaitan terhadap laju foreign direct investment antar negara
anggota dan bagi ASEAN itu sendiri. Ridwan menjelaskan bahwa integrasi
kawasan memiliki pengaruh yang positif serta signifikan terhadap foreign

direct investment. Hal ini dijelaskan dalam beberapa aspek, diantaranya yaitu:%

1. Pertumbuhan penduduk
Pertumbuhan penduduk yang terjadi pada negara-negara home
country dan houst country, berpengaruh signifikan terhadap laju foreign
direct investment yang masuk ke wilayah negara-negara anggota ASEAN.
Apabila terjadi peningkatan jumlah penduduk yang terjadi dalam negara-
negara host country, maka arus investasi dari negara-negara home country

akan mengalami penurunan.

92 Ridwan, “Dampak Integrasi Ekonomi Terhadap Investasi di Kawasan ASEAN,” Jurnal
Organisasi dan Manajemen Vol. 5, No. 2 (2009): 103-104,
https://jurnal.ut.ac.id/index.php/jom/article/view/247



2. Tingkat Ketertarikan (Interest Rate)

Tingkat ketertarikan (interest rate) negara-negara home country
terhadap negara-negara host country, mempengaruhi arus investasi asing
kepada negara-negara host country. Semakin tinggi interest rate pada
suatu negara (host country), maka semakin tinggi pula arus investasi asing
(foreign direct investment) yang masuk pada host country.

3. Tarif

Ketika tingkat tarif pada host country semakin tinggi, maka arus
investasi asing yang masuk kepada negara tersebut semakin rendah.
Adapun sebaliknya, apabila tingkkat tarif pada host country semakin
rendah, maka semakin tinggi arus investasi asing yang masuk. Hal ini
dikarenakan adanya penghapusan atau penurunan tarif yang berlaku pada
negara-negara yang terlibat di dalam integrasi ekonomi kawasan.
Sehingga, semakin luasnya integrasi ekonomi pada suatu kawasan, maka
tingkat tarif akan semakin rendah dan arus investasi asing (foreign direct
investment) menjadi semakin tinggi.

4. Jarak

Jarak dalam aspek ini dipahami sebagai proxy transportation cost
atau biaya transportasi. Dalam hal ini, jarak memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap arus investasi asing (foreign direct investment) yang
masuk kepada negara-negara host country. Sehingga dapat diketahui

bahwa semakin jauhnya jarak antara home country dengan host country,



maka semakin tinggi pula transportation cost yang kemudian berpengaruh
pada berkurangnya arus investasi asing.

Melalui berbagai hasil perhitungan yang dilakukan oleh Ambar Novita Sari
dengan memperhitungkan cross effect terhadap total arus Foreign Direct
Investment yang masuk antar negara anggota ASEAN pada tahun 2008-2017,
ditemukan hasil diantaranya yaitu:

Tabel IV.3 Foreign Direct Investment Antar Negara Anggota ASEAN

No Negara Tingkat Foreign Direct Investment
1 Vietnam 71.79 %
2 Indonesia 71.09 %
3 Filipina 65.72 %
4 Myanmar 40.68 %
5 Thailand 29.87 %
6 Singapura 27.83 %
7 Kamboja 12.83 %
8 Malaysia 5.94 %
9 Laos 4.96 %

10 | Brunei Darussalam -0.97 %

Sumber: Skripsi Ambar Novita Sari®3

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat foreign direct
investment tertinggi yaitu Vietnam dengan total sebesar 71.79 %. Indonesia

dengan total foreign direct investment sebesar 71.09 % berada pada urutan

9 Ambar Novita Sari, Dampak Integrasi Ekonomi Terhadap Foreign Direct Investment
ASEAN Tahun 2008-2017, (Universitas Islam Indonesia, 2019): 85



kedua setelah Vietnam. Filipina memiliki total foreign direct investment
sebesar 65.72 %, kemudian diikuti oleh Myanmar dengan total sebesar 40.68%.
Thailand memiliki total sebesar 29.87 %, Singapura sebesar 27.83 %, dan
Kamboja sebesar 12.83 %. Kemudian Malaysia memiliki total foreign direct
investment sebesar 5.94 %, Laos sebesar 4.96 %, dan Brunei Darussalam

sebesar -0.97 %.

Tingginya tingkat foreign direct investment dapat menggambarkan bahwa
negara tersebut mengalami peningkatan keuntungan sehingga mampu
menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya itu, besarnya Foreign
Direct Investment antar negara anggota ASEAN dipengaruhi oleh berbagai
aspek, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ridwan. Sehingga dapat
diketahui bahwa adanya integrasi ekonomi kawasan (ASEAN) dapat
membantu dalam meningkatkan arus Foreign Direct Investment. Suatu negara
yang telah terlibat dalam integrasi ekonomi kawasan, seperti halnya Indonesia
yang terlibat dalam integrasi ekonomi ASEAN, maka negara tersebut akan
berusaha untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan berkompetisi
dalam peningkatan daya saing global untuk meningkatkan serta
mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Semakin meningkatnya pertumbuhan
ekonomi, dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Apabila
pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, maka arus Foreign Direct
Investment semakin meningkat juga. Hal tersebut dilakukan melalui
peningkatan daya saing global dan mudahnya akses untuk melakukan investasi.

Sehingga adanya integrasi ekonomi kawasan memberikan kemudahan bagi



negara-negara anggota ASEAN dalam melakukan investasi asing (Foreign

Direct Investment).%

Perwujudan integrasi ekonomi kawasan ASEAN, dilakukan melalui ASEAN
Free Trade Area, yang kemudian dilanjutkan dengan adanya ASEAN Economic
Community dengan menciptakan berbagai framework, salah satu diantaranya
yaitu liberalisasi sektor transportasi udara melalui ASEAN Open Sky Policy.
Seperti yang dijelaskan oleh Ridwan terkait berbagai aspek dari integrasi
ekonomi kawasan yang mampu mempengaruhi arus Foreign Direct
Investment, sama halnya dengan implementasi ASEAN Open Sky Policy yang
juga mempengaruhi arus Foreign Direct Investment di Indonesia. Adanya
liberalisasi terhadap sektor transportasi udara seperti yang dilakukan oleh
negara anggota ASEAN melalui ASEAN Open Sky Policy sebagai bentuk

integrasi ekonomi, memiliki efek domino tersendiri.

% 1bid, hal. 88



Gambar 1V.2 Virtuous Circle of Air Transport

Sumber: Prakarsa Edisi Januari 2012°°

Seperti yang tercantum pada skema ilustrasi efek domino (virtuous circle)
dalam transportasi udara di atas, dapat diketahui bahwa:

1. Peningkatan jumlah perjalanan transportasi udara akan berpengaruh
terhadap peningkatan pendapatan yang lebih tinggi bagi maskapai
penerbangan.

2. Adanya peningkatan pendapatan tersebut, memungkinkan maskapai
penerbangan akan melakukan investasi dalam pengembangan jumlah rute
dan frekuensi penerbangan.

3. Peningkatan terhadap jumlah rute dan frekuensi penerbangan, secara

langsung mempengaruhi peningkatan konektivitas antar daerah, yang mana

% Prakarsa edisi Januari 2012 dalam Brilian Budi Nurani, “Peluang dan Tantangan
Indonesia Terhadap ASEAN Open Sky,” Artikel llmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, (2012): 4,
https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/59078



para penumpang dapat menjangkau suatu daerah yang sebelumnya tidak
terhubung oleh jalur penerbangan.

4. Adanya peningkatan konektivitas tersebut akan meningkatkan daya tarik
suatu daerah sehingga secara tidak langsung dapat mempromosikan potensi

pariwisata yang dimiliki.

Di samping dampak liberalisasi transportasi udara terhadap berbagai aspek
di atas, terdapat berbagai manfaat secara ekonomi makro dan mikro serta

manfaat secara sosial, diantaranya yaitu:%

1. Meningkatnya efisiensi melalui ketersediaan sarana yang menjadi lebih
mudah antara Indonesia dengan negara lainnya, sehingga dapat menjadikan
negara ini lebih menarik bagi foreign direct investment atau penanaman
modal asing langsung.

2. Terjadi penurunan biaya perjalanan serta memangkas waktu perjalanan yang
dibutuhkan.

3. Memiliki manfaat bagi sektor pariwisata suatu negara (inbound tourism)

sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang lebih besar.

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dijelaskan oleh US Department of
State yang mana kebijakan open sky memiliki potensi untuk meningkatkan
jumlah penumpang dan kargo suatu maskapai penerbangan, berkontribusi dalam

peningkatan sektor pariwisata dan perdagangan, meningkatkan produktivitas,

% 1bid, hal. 4



menciptakan suatu lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Untuk
mencapai hal ini, open sky juga menghilangkan campur tangan pemerintah
dengan keputusan bisnis maskapai penerbangan mengenai rute, kapasitas dan
harga, memungkinkan maskapai penerbangan menyediakan layanan

penerbangan yang lebih terjangkau, nyaman, dan efisien kepada konsumen.®’

E. Pengaruh Implementasi ASEAN Open Sky Policy Terhadap Foreign Direct

Investment di Indonesia Pada Tahun 2015-2019

Dampak yang dirasakan oleh Indonesia tidak hanya terjadi dalam sektor
pariwisata, akan tetapi juga dirasakan oleh sektor ekonomi khususnya bagi
penanaman modal asing atau foreign direct investment di Indonesia. Berkaitan
dengan efisiensi yang tercipta karena adanya ASEAN Open Sky Policy, memiliki
pengaruh bagi geliat investasi di Indonesia. Bandara Internasional Juanda,
sebagai salah satu bandara internasional yang terdaftar dalam ASEAN Open Sky
Policy, mengalami peningkatan pengunjung dari negara-negara kawasan.
Peningkatan tersebut secara signifikan mengarah pada kepentingan bisnis yang
mana salah satunya yaitu foreign direct investment daripada kepentingan
wisata.%®

ASEAN Open Sky Policy juga mendorong industri penerbangan di

ASEAN, yang mana dapat memperluas cakupan pasar, sehingga dapat

% “Open sky Agreement,” US Department of State, diakses pada 14 Maret 2021,
https://2009-2017 .state.gov/e/eb/tra/ata/index.htm

% Perbincangan singkat dengan salah satu Staff PT. Angkasa Pura | Bandar Udara
Internasional Juanda ketika peneliti berkunjung ke PT. Angkasa Pura | Bandar Udara Internasional
Juanda


https://2009-2017.state.gov/e/eb/tra/ata/index.htm

mencapai skala ekonomi yang menghasilkan efisiensi. Industri penerbangan
sebagai bagian dari industri transportasi, memiliki multiplier effect yang tinggi
dalam perekonomian suatu negara khususnya dalam mendukung aspek
logistik. Sehingga pengembangan industri-industri lainnya dapat didorong
lebih cepat melalui peningkatan kapasitas logistik antar lokasi di ASEAN. Dari
aspek mobilitas manusia, liberalisasi industri penerbangan juga dapat
mendorong geliat sektor pariwisata.”® Mudahnya akses setelah adanya
implementasi terhadap liberalisasi penerbangan, memudahkan para investor di
Asia Tenggara, seperti halnya Singapura dan Malaysia untuk datang ke
Indonesia. Sehingga semakin terbuka peluang atau kesempatan bagi Indonesia
untuk menarik lebih banyak investor.

Seperti yang dikemukakan oleh Brian F. Havel, terkait manfaat yang
diciptakan dari implementasi open sky pada suatu negara, beberapa manfaat
diantaranya yaitu: (1) Menciptakan peluang bisnis yang kompetitif. Dalam
implementasinya, open sky dapat memberikan peluang bisnis antar negara
terlibat atas adanya transportasi udara yang memudahkan konektivitas bagi
negara-negara yang terlibat; (2) Memberikan fasilitas pertukaran bisnis dan
komersial. Pelaksanaan bisnis dan komersial bagi para pelaku bisnis menjadi
lebih mudah dan efektif karena adanya liberalisasi pada sektor tansportasi
udara; (3) Membuka peluang investasi, pariwisata, dan ekspor. Adanya

konektivitas atas adanya open sky, memberikan kemungkinan masyarakat

% Wawancara Bapak Belianto P. H. Situngkir selaku Direktur Direktorat Kerja Sama
Ekonomi ASEAN, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dilaksanakan pada 8 April 2021



tertarik untuk melakukan perdagangan, investasi, serta berwisata atas
kemudahan pelayanan transportasi udara.

Bagi negara berkembang, penanaman modal merupakan suatu penggerak
roda perekonomian sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara
tersebut selaras dengan tuntutan masyarakatnya. Foreign direct investment
(FDI) memiliki peran terhadap peningkatan akumulasi modal, menyediakan
lapangan kerja, menciptakan suatu transfer teknologi, membentuk tenaga-
tenaga ahli yang baru, memperbaiki kualitas sumber daya manusia,
meningkatkan pengetahuan, dan membuka akses terhadap pasar global.l®
UNCTAD melalui World Investment Report, mencatat negara yang menarik
sebagai negara tujuan investasi yang berada di dalam kawasan ASEAN,
diantaranya yaitu Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Negara-negara
anggota ASEAN tergolong dalam prioritas negara yang menjadi tujuan bagi

foreign direct investment.

Pengaruh dari implementasi ASEAN Open Sky Policy terhadap Foreign

Direct Investment (FDI) dapat dilihat dalam tabel dan grafik dibawah ini:

10 Devi Fajria, “Gagasan ASEAN Open Skies di Indonesia dan Kaitannya Dengan
Kedaulatan Wilayah Udara Indonesia,” Jurnal Fakultas Hukum Volume II, No. 2 (2015): 10,
https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/7826



Tabel 1V.4 Intra-ASEAN Foreign Direct Investment (FDI) Inward Flows

by Host Country
2015 9,228.6
2016 9,907.5
2017 10,189.7
2018 11,157.0
2019* 7,098.4

(*) Data tahun 2019 merupakan data semester awal/sementara

Sumber: ASEAN Secretariat!?

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat
perkembangan yang signifikan pada arus foreign direct investment (FDI) di
Indonesia yang berasal dari investor dalam negara-negara anggota ASEAN.
Pada tahun 2015-2018 terjadi peningkatan pada setiap tahunnya, akan tetapi
pada tahun 2019 hanya tercantum data angka awal, belum perhitungan total
secara keseluruhan. Foreign direct investment inward flows di Indonesia, pada
tahun 2015 sebesar 9,228.6 Juta US$. Pada tahun 2016, total foreign direct
investment yang masuk pada Indonesia sebesar 9.907,5 Juta US$ dan
mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 10.189,7 Juta US$. Pada
tahun 2018, foreign direct investment di Indonesia yang berasal dari negara

anggota ASEAN, mengalami peningkatan menjadi 11.157 Juta US$, dan pada

101 Data didapatkan dari ASEAN Secretariat melalui Direktorat Kerja Sama Ekonomi
ASEAN, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dilaksanakan pada 8 April 2021



tahun 2019 total data sementara adalah 7.098,4 Juta US$. Dapat dilihat pada

ilustrasi peningkatan Foreign Direct Investment melalui grafik di bawah ini:

Grafik IV.1 Intra-ASEAN FDI Inward Flows di Indonesia

FDI Inward Flows di Indonesia (Juta USS)
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Sumber: ASEAN Secretariat

Adapun data penanaman modal asing (foreign direct investment) yang
masuk di Indonesia pada sektor transportasi, gudang, dan telekomuikasi, yang
mana di dalamnya terdiri atas sektor transportasi udara, sebagaimana pada tabel

di bawah ini:



Tabel 1V.5 Data Penanaman Modal Asing ke Indonesia Berdasarkan

Sektor

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)!?

Pada tabel data tersebut, dapat diketahui bahwa foreign direct
investment yang masuk di Indonesia yang berasal dari negara-negara anggota
ASEAN, pada tahun 2017-2019 mengalami kenaikan secara berturut-turut
setiap tahunnya. Pada 2017, terdapat 670 proyek pada sektor transportasi,
gudang, dan telekomunikasi dengan total nilai foreign direct investment
sebesar 1.899,64 Juta US$, kemudian pada tahun 2018 nilai investasi yang
masuk mengalami peningkatan sebesar 3.027,15 Juta US$ dengan total proyek
yaitu 578 proyek. Pada tahun 2019, total nilai foreign direct investment yang
masuk sebesar 4.727,8 Juta US$ dengan total proyek sebanyak 805 proyek.
Dapat dilihat pada ilustrasi peningkatan Foreign Direct Investment Sektor

Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi melalui grafik di bawah ini:

102 Data didapatkan dari BKPM Republik Indonesia melalui Direktorat Kerja Sama
Ekonomi ASEAN, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dilaksanakan pada 8 April 2021



Grafik IV.2 Foreign Direct Investment Sektor Transportasi, Gudang dan

Telekomunikasi
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Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Pada grafik di atas, diagram berwarna biru menunjukan jumlah proyek yang
masuk dalam foreign direct investment pada sektor transportasi, gudang, dan
telekomunikasi. Sedangkan diagram berwarna oranye, menunjukan jumlah
investasi asing yang masuk pada sektor transportasi, gudang, dan

telekomunikasi.

Dalam hasil penelitian ini, berdasarkan olah dari berbagai data yang di
dapatkan baik data sekunder maupun data primer, adanya integrasi ekonomi
kawasan yang diciptakan oleh negara anggota ASEAN melalui ASEAN Open
Sky Policy, mampu mempermudah para investor Intra-ASEAN dalam
melakukan perjalanan bisnis dan mengakses pasar-pasar negara anggota

lainnya. Peneliti dapat menemukan beberapa indikator yang dapat



mempengaruhi laju foreign direct investment yang masuk di Indonesia pasca
implementasi Indonesia terhadap ASEAN Open Sky Policy, diantaranya yaitu:
1. Efisiensi

Efisiensi yang tercipta dari adanya implementasi ASEAN Open Sky
Policy di Indonesia, memiliki pengaruh terhadap laju foreign direct
investment (FDI) di Indonesia. Seperti yang diketahui, salah satu faktor
pemicu para investor untuk menanamkan investasi asing, yaitu adanya
efisiensi terhadap sistem transportasi suatu negara, dan peluang yang
tercipta dari penerapan kebijakan open sky, banyak diantaranya adalah
peluang bagi sektor ekonomi termasuk investasi. Mudahnya akses,
rendahnya tarif, serta jarak antara negara home country dan host country,
secara signifikan dapat mempengaruhi arus Foreign Direct Investment.
Perlu diingat tujuan dari diciptakannya ASEAN Open Sky Policy, yaitu untuk
mengakses pasar negara-negara anggota ASEAN untuk Kkesejahteraan
ekonomi bagi masing-masing negara anggota.

2. Kepentingan Bisnis (Business Preferences)

Adanya kepentingan bisnis atau business preferences menjadi dasar
bagi para investor asing untuk menanamkan investasi asing. Terciptanya
integrasi ekonomi melalui ASEAN Open Sky Policy yang dilakukan oleh
negara-negara anggota ASEAN, dilandasi dari adanya kepentingan bisnis
guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi pada masing-masing negara.
Kepentingan bisnis yang didukung dengan mudahnya sarana transportasi

udara, dapat mempermudah para investor untuk melakukan kegiatan bisnis.



Seperti yang diketahui, faktor efisiensi juga menjadi salah satu faktor
pendukung laju foreign direct investment (FDI).
3. Akses Pasar

Mudahnya akses pasar ke dalam suatu negara, menjadi salah satu
pendukung laju foreign direct investment (FDI), termasuk Indonesia. Tidak
hanya itu, kondisi market dari suatu negara, menjadi pertimbangan
tersendiri bagi para investor. Dalam hal ini, Indonesia memiliki potensi
pasar yang baik daripada negara-negara anggota ASEAN lainnya. Tiga
lembaga internasional, menilai Indonesia sebagai suatu negara yang layak
untuk menjadi negara tujuan investasi asing.l%® Sama halnya penjelasan
yang diberikan oleh Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN Kementrian
Luar Negeri Republik Indonesia, bahwa Indonesia memiliki potensi untuk
memimpin pasar kawasan. Hal tersebut menggambarkan bahwa Indonesia
memiliki kondisi pasar yang baik di dalam regional ASEAN.

4. Kebijakan Pemerintah

Mudahnya regulasi atas birokrasi di Indonesia, menjadi salah satu
kunci utama bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. Adanya regulasi
yang baik dalam suatu negara, menciptakan ruang untuk masuknya investasi
dan dunia usaha yang mana kemudian dapat meningkatkan produktivitas
dan kesejahteraan rakyat. Bagi Indonesia, investasi asing memiliki peran

penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional, sehingga

103 “Laporan 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla,” BKKBN, hal. 21,
https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/Laporan-4-Tahun-Jokowi-JK.pdf


https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/Laporan-4-Tahun-Jokowi-JK.pdf

perannya perlu ditingkatkan secara terus-menerus.’* Oleh sebab itu,
pemerintah Indonesia membenahi berbagai hal yang menghambat perizinan
penanaman investasi asing. Kemudahan tersebut menjadi kesempatan emas
bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
5. Infrastruktur

Kesiapan infrastruktur juga menjadi tolak ukur bagi para investor asing
sebelum menanamkan modalnya. Hal ini dikarenakan, apabila suatu negara
memiliki kualitas dan kesiapan infrastruktur yang baik, maka akan
menciptakan efisiensi bagi para investor, terutama dalam berbagai sektor
yang mana salah satunya yaitu sektor transportasi yang dapat memudahkan
akses bagi para investor, baik pada segi maskapai penerbangan nasional

ataupun infrastruktur secara keseluruhan.

Pernyataan peneliti kemudian diperkuat setelah melakukan wawancara
dengan Bapak Berlianto P. H. Situngkir selaku Direktur Kerja Sama Ekonomi
ASEAN, bahwa realisasi dari implementasi ASEAN Open Sky Policy tersebut
telah berhasil meliberalisasi perdagangan jasa khususnya pada industri
penerbangan. ASEAN Open Sky Policy juga mendorong industri penerbangan
di kawasan ASEAN dapat memperluas cakupan pasar sehingga dapat mencapai
skala ekonomi yang menghasilkan efisiensi. Mobilitas barang dan manusia

menjadi aspek krusial untuk meningkatkan interaksi yang juga dapat

104 “Laporan 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla,” BKKBN, hal. 20,
https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/Laporan-4-Tahun-Jokowi-JK.pdf
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mendorong peningkatan perdagangan dan investasi antar kawasan. Hal tersebut
diharapkan dapat meningkatkan integrasi antar negara melalui konektivitas

yang terbentuk.

Selain itu, adanya kebijakan ini juga mendorong peningkatan transaksi
perdagangan jasa antar negara kawasan ASEAN. Potensi peningkatan
perdagangan tersebut yang menjadi katalis bagi peningkatan investasi pada
berbagai sektor, salah satu diantaranya yaitu sektor transportasi di negara-
negara anggota ASEAN dikarenakan semakin besarnya pasar yang diperoleh
dan mendorong efisiensi melalui kompetisi di pasar. Tidak hanya itu, Indonesia
dianggap sebagai negara yang memiliki kesempatan besar untuk menguasai
pasar kawasan dikarenakan potensi yang dimiliki Indonesia lebih baik

dibandingkan negara anggota kawasan lainnya.%®

Garuda Indonesia, sebagai maskapai penerbangan nasional yang dilibatkan
olen Pemerintah Indonesia dalam implementasi ASEAN Open Sky Policy,
memiliki peningkatan dari tahun 2015-2019 dalam total investasi yang
diterima. Data investasi di bawah ini merupakan total investasi secara
keseluruhan (investasi asing dan investasi dalam negeri) yang diterima oleh

Garuda Indonesia:

105 Wawancara Bapak Belianto P. H. Situngkir selaku Direktur Direktorat Kerja Sama
Ekonomi ASEAN, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dilaksanakan pada 8 Aapril 2021



Tabel 1V.6 Total Investasi Pada Garuda Indonesia Tahun 2015-2019

Tahun Jumlah Investasi pada Garuda Indonesia
(dalam USD)
2015 399,772
2016 427,479
2017 511,344
2018 673,004
2019* 709,110

(*) Data pada tahun 2019 merupakan data hingga periode 30 September 2019

Sumber: Garuda Indonesial®

Berdasarkan pada data investasi yang masuk pada Garuda Indonesia baik
investasi asing maupun investasi dalam negeri, terjadi peningkatan pada tiap
tahunnya, yaitu pada tahun 2015 sebesar USD 399,772, dan pada tahun 2016
meningkat sebesar USD 427,479. Berlanjut pada tahun 2017, meningkat
sebesar USD 511,344, dan pada tahun 2018 sebesar USD 673,004, dan pada

tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar USD 709,110.

Adanya ASEAN Open Sky Policy, tidak hanya berpengaruh pada sektor
ekonomi seperti halnya foreign dircet investment di Indonesia, akan tetapi juga
menciptakan dampak bagi maskapai penerbangan itu sendiri. Garuda
Indonesia, sebagai maskapai yang diajukan dalam implementasi ASEAN Open

Sky Policy, membentuk kerjasama baru dengan Singapore Airlines melalui

106 «“T aporan Keuangan Konsolidasian,” PT. Garuda Indonesia, diakses pada 10 Juli 2021,
https://www.garuda-indonesia.com/id/id/investor-relations/financial-report-and-
presentations/financial-report/index
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Code Share Agreement. Code Share Agreement merupakan kerjasama yang
dilakukan oleh dua maskapai penerbangan, yang mana kedua maskapai
tersebut berbagi penerbangan yang sama sebagai bentuk bisnis yang dilakukan
oleh perusahaan maskapai penerbangan. Code share digunakan pada sistem
reservasi, tiket penumpang, papan informasi bandara dan panduan maskapai
melalui bentuk kode penerbangan suatu maskapai yang dioperasikan oleh

maskapai lain.1%’

Ng Kian Wah, selaku Senior Vice President Singapore Airlines,
mengatakan bahwa adanya kerjasama codeshare dengan Garuda Indonesia
menciptakan banyak manfaat, dan saling mengisi keterbatasan masing-masing
maskapai penerbangan.’®® Sebagai strategi bisnis, codeshare memiliki
berbagai dampak posiitif bagi maskapai nasional Garuda Indonesia,
diantaranya yaitu: (1) Dapat meningkatkan jumlah rute penerbangan; (2)
Maskapai penerbangan dapat melintas di atas wilayah yang termasuk dalam
traffic right; (3) Menjadi kesempatan untuk mempromosikan maskapai; dan (4)
Mempermudah konsumen dalam melakukan pemesanan tiket sehingga

menjadi lebih efisien.%®

107 Morandi V, “Codesharing Agreements by Low-cost Carriers: An Explorative
Analysis,”  Journal of Air Transport Management 42, (2015): 184, doi:
10.1016/j.jairtraman.2014.10.004

8 TTG Travel Hall of Fame, diakses pada 18 Juni 2021,
https://www.ttgtravelhof.com/interviews/singapore-airlines-2010.html

109 Rezky Brilyan Tuhumury, Peni Susetyorini, dan Kabul Supriyadhie, “Implementasi
ASEAN Open Sky Policy dan Dampaknya Bagi Indonesia (Studi Kasus: Perjanjian Kerjasama
Antara Garuda Indonesia dengan Singapore Airlines),” Diponegoro Law Journal, Vol. 8 No. 4
(2019): 2687, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/27776
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai salah satu perwujudan integrasi ekonomi yang lebih dalam
(deepening) melalui ASEAN Economic Community, ASEAN Open Sky Policy
memiliki peran penting dalam pertumbuhan sektor ekonomi bagi negara anggota
ASEAN, termasuk Indonesia. Manfaat yang tercipta dari adanya kebijakan open
sky bagi sektor ekonomi diantaranya yaitu: (1) Menciptakan peluang bisnis yang
kompetitif; (2) Memberikan fasilitas pertukaran bisnis dan komersial; dan (3)
Membuka peluang investasi, pariwisata, dan ekspor.

Bagi Indonesia, penanaman modal asing (foreign direct investment)
berperan penting bagi pertumbuhan serta pembangunan ekonomi nasional.
Sehingga, peran investasi perlu ditingkatkan secara terus-menerus. Realisasi dari
implementasi ASEAN Open Sky Policy telah berhasil meliberalisasi perdagangan
jasa khususnya pada industri penerbangan. Indonesia sebagai salah satu negara
yang mengimplementasikan ASEAN Open Sky, secara tidak langsung mampu
memperluas cakupan pasar sehingga dapat mencapai skala ekonomi yang
menghasilkan efisiensi. Mobilitas barang dan manusia menjadi aspek krusial
untuk mendorong peningkatan perdagangan dan investasi antar kawasan.

Adapun beberapa indikator yang peneliti temukan terkait pengaruh
implementasi ASEAN Open Sky Policy terhadap laju foreign direct investment di

Indonesia, yaitu:
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1. Efisiensi

2. Kepentingan Bisnis (Business Preferences)
3. Akses Pasar

4. Kebijakan Pemerintah

5. Infrastruktur

Di samping itu, dampak lainnya setelah Indonesia mengimplementasikan
ASEAN Open Sky Policy, tidak hanya terjadi pada sektor ekonomi, akan tetapi
juga terjadi pada sektor penerbangan itu sendiri melalui terbentuknya kerjasama
baru antara Garuda Indonesia dan Singapore Airlines, yaitu Code Sharing
Agreement. Dalam hal ini, code share mampu memberikan manfaat bagi
maskapai nasional, diantaranya yaitu peningkatan jumlah rute, kemudahan
dalam melintasi wilayah yang masuk dalam traffic right, memperkenalkan

maskapai nasional, dan kemudahan dalam pelayanan konsumen.

. Saran

Adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat bermanfaat dan memberikan
wawasan baru bagi masyarakat secara umum terkait sektor transportasi udara.
Hal ini dikarenakan penerbangan dianggap sebagai suatu isu yang relatif baru
dan belum diketahui oleh banyak orang, sehingga penelitian ini diharapkan dapat
memberikan wawasan lebih terkait hal tersebut. Tidak hanya itu, peneliti juga
berharap dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi rujukan bagi para
akademisi, termasuk mahasiswa yang hendak menciptakan suatu karya tulis

ilmiah terkait topik penelitian ini.



Peneliti sadar bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan. Hal ini
dikarenakan peneliti memiliki berbagai kendala serta keterbatasan akses dan
waktu ketika melaksanakan penelitian. Oleh karena itu, peneliti berharap kepada
peneliti selanjutnya yang melanjutkan topik penelitian ini, dapat dilakukan
dengan bentuk penelitian yang lainnya sehingga menjadi lebih baik dan
mendalam. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian menggunakan jenis
penelitian kuantitatif agar hasil yang diciptakan secara signifikan dan tidak
bersifat subjektif.

Perlu diketahui secara lebih detail terkait Foreign Direct Investment di
Indonesia setelah adanya ASEAN Open Sky Policy, khususnya pada sektor
penerbangan itu sendiri. Tidak hanya itu, peneliti juga berharap agar peneliti
selanjutnya mampu menyajikan data yang lebih lengkap dari berbagai sudut

pandang.
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